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MOTTO 
 
َأ ىَلع ٍموَق ُنآنش مُكنمِرجي َلاو طسقْلاِب ءادهش هّلل ينماوَق ْاونوُك ْاونمآ نيذَّلا اهيَأ اي َّلا
َنوُلمعت امِب يرِبخ هّللا َّنِإ هّللا ْاوُقتاو ىوْقتلل برْقَأ وه ْاوُلدعا ْاوُلدعت 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 
 
QS. Al-Maidah : 8) 
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TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
(KEPUTUSAN BERSAMA MENTRI AGAMA DAN MENTRI 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 
1987) 
 
1. Konsonan Tunggal 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas ) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (denan titik dibawah ) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ śal ś zet(dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Şad Ş es ( dengan titik di bawah ) 
ض Dad D de ( dengan titik di bawah ) 
ط ła ł te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah ) 
ع 
‘ain ‘ 
koma terbalik di atas  
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
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ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
1 Ha H Ha 
ء Hamzah ‘ Apostrof 
ي 
Ya Y 
Ye 
 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
َ Fathah A 5َ6ََآ 
ِ Kasrah  I َمَِآ 
ُ Dhammah U َِآُذ 
b. Vokal Rangkap 
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
ي َ Fathah dan ya ai  kaifa  ::ََْآ  
و ُ Fathah dan wau au َل<َْه  : haula 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama Contoh 
   ي ا    َ Fathah dan 
alif atau ya 
Ā a dan garis 
di atas 
َل?َ = qāla 
    ي      ِ Kasrah dan 
ya 
Ī i dan garis 
di atas 
Bَْ?ِ = qīla 
    و       ُ Fathah dan 
alif atau ya 
Û u dan garis 
di atas 
ُل<ْDَُی = yaqûlu 
 
 
 ix 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 
1) Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah 
transliterasinya ada /t/ 
2) Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh : ْFَْGَ (Ńhalhah) 
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al  لا serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h) 
Contoh : ْلIَGْJَْا ْKَْوَر : raudah al-atfāl 
5. Kata Sandang 
Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu al. amun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi 2 
macam, yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsyiyah dan kata sandang 
yang diikuti huruf qamariyah 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ digantidengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubngkan dengan 
tanda hubung. 
Contoh: 
Asy-syamsu: LُْMNا 
Al-qalamu : ُَDَْا 
 
 
 
 x 
 
6. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan 
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
kata lain yang mengikutinya. 
Contoh:  Oَْ?ِِزاMا ُْPَ <َQُَ 	َا Mنِاَو : wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn 
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ABSTRAK 
 
Hasan Tohari  (30.07.2.2.024) Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa 
Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam 
Pandangan Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal 
Asy-Syakshiyah Jurusan Syari’ah Fakulatas Syari’ah dan 
Ekonomi Islam IAIN Surakarta, 2012. 
Penelitian ini berusaha menganalisis mengenai alasan-alasan 
Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kupang Kecamatan 
Karangdowo Kabupaten Klaten karena praktik penannguhan tersebut dianggap 
tidak sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, sebab 
penangguhan tersebut terkadang menimbulkan perselisihan atau malah sebaliknya 
yaitu demi kemaslahatan bersama. Allah, untuk itu adat yang bertentangan dengan 
nash dan tujuan syari’at Islam tidak boleh dijadikan sumber hukum. Agar bisa 
dijadikan sebagai hukum harus memenuhi persyaratan ‘urf. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 
berusaha menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik penangguhan 
pembagian harta warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten 
Klaten. Penelitian ini dilakukan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo, Klaten. 
Memanfaatkan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa data-data 
yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa maslahah jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum wajib 
dijadikan pegangan atau petunjuk sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan 
tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain. 
 
Kata kunci: penangguhan, waris, ‘urf, maslahah 
 xvi 
 
ABSTRACT 
 
Hasan Tohari (30.07.22.024). The Suspension of Inheritance Division In Kupang, 
Karangdowo Sub-District, Klaten (1980-2008). In the view of 
Islamic Law, Thesis, Al-Ahwal Asy-Syakiyah  Program, Sharia 
Department, Sharia and Economic Islam Faculty, IAIN 
SURAKARTA 2012. 
 
This study attempted to anlyze the reasons of suspension inheritance 
division in Kupang, Karangdowo Sub-District, Klaten, because the practice is 
considered inconsistent with the provisions already stipulated in Islamic law, 
because the suspension is sometime cuased by friction or even otherwise for the 
common sake. therefore the customs that are contrary with the nash and soul of 
Islam might not be sourced of law. In order to serve as the law, it must be able to 
fulfill the requirements of ‘urf. 
This research is included as field research that seek to explain the views of 
Islamic law against the suspension of inheritance division in Kupang, 
Karangdowo Sub-District, Klaten. The research was conducted in Kupang, 
Karangdowo Sub-District, Kalten. 
Utilizing a qualitative descriptive method to analyze the data that were 
obtained from interviews, documentation, the researcher  conclude that if 
maslahah consistent with the purpose of fostering the law must be prepared as a 
holder or adviser of legal law argument and not considered out from the other 
laws track. 
 
Keyword : Suspensions, inheritance, ‘urf, maslahah 
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yaitu demi kemaslahatan bersama. Allah, untuk itu adat yang bertentangan dengan 
nash dan tujuan syari’at Islam tidak boleh dijadikan sumber hukum. Agar bisa 
dijadikan sebagai hukum harus memenuhi persyaratan ‘urf. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 
berusaha menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik penangguhan 
pembagian harta warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten 
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yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa maslahah jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum wajib 
dijadikan pegangan atau petunjuk sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan 
tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Agama Islam menghendaki prinsip adil sebagai salah satu pembinaan 
masyarakat, yang mana hal ini tak akan terwujud tanpa ditunjang dengan 
pemahaman dan pelakasanaan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. 
Oleh karena itu, dengan mempelajari dan melaksanakan hukum kewarisan 
Islam adalah suatu hal yang dikatakan wajib bagi umat Islam.1 
Hukum Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di dunia. 
Begitu juga halnya dengan hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari 
hukum Islam itu sendiri juga harus dilaksanakan pada tiap muslim, tidak 
memandang dari mana ia berasal dan bagaimana adat istiadatnya. Hukum 
kewarisan Islam datang ke Indonesia bersamaan dengan datangnya agama 
Islam ke nusantara yang dibawa oleh saudagar Arab, pada saat itu masyarakat 
Indonesia telah mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang telah mendarah 
daging dan mengakar ke masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari negara 
kebangsaan (national-state), di mana Islam tidak menjadi dasar negara, tetapi 
Islam setara dengan agama lain dan mendapat tempat terhormat dalam 
konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara sekuler 
dan bukan negara agama, hukum Islam tidaklah mungkin dapat secara 
formil/langsung mejadi sumber otoritatif satu-satunya bagi hukum nasional. 
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 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993), hlm. 4. 
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Tetapi, hukum Islam dalam kontestasinya dengan hukum barat dan hukum 
adat dapat menjadi sumber materiil dan persuasif bagi hukum nasional.2 
Di Indonesia belum ada satu kesatuan hukum tentang waris yang 
dapat diterapkan untuk seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum 
warisan yang diterapkan bagi seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-
beda mengingat adanya penggolongan warga negara. 
Bagi warga negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku 
hukum adat yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing 
daerah.Bagi warga negara golongan Indonesia asli beragama Islam di 
berbagai daerah, berlaku hukum Islam yang sangat berpengaruh 
padanya.Bagi orang Arab pada umumnya, berlaku hukum Islam secara 
keseluruhan.Bagi orang Tiong Hoa dan Eropa, berlaku hukum kewarisan 
Bugerlijk Wetbook.3 
Sebagai konsekuensi dari adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang 
telah ada, hukum Islam harus berasimilasi dan beradaptasi dengan budaya 
lokal, adat istiadat setempat sehingga hukum Islam dapat diterima dan hidup 
dalam masyarakat Indonesia. Begitu pula hukum kewarisan Islam yang harus 
banyak menyesuaikan dengan hukum waris adat yang ternyata begitu kuat 
bahkan sulit bagi hukum kewarisan Islam masuk apalagi merubahnya sesuai 
dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam. Syari’at Islam menetapkan 
aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya 
ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun 
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(Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 1. 
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 Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris, (Bandung: Cet. 3, CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 
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perempuan degan cara yang legal. Syari’at Islam juga menetapkan hak 
pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli 
warisnya, dari seluruh kerabat dari nasabnya, tanpa membedakan antara laki-
laki dan perempuan, besar atau kecil, al-Qur’an menjelaskan secara detail 
terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan tanpa 
mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya 
dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia 
sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya 
sebatas saudara seayah atau seibu.4 
Dasar-dasar kewarisan terdapat dalam al-Qur’an, yakni surat an-Nisa 
ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176. Dalam ayat-ayat tersebut al-Qur’an antara lain 
menetapkan bagian-bagian tertentu kepada orang-orang tertentu pula, yang 
dikenal dengan istilah faraid}.5 
Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan 
masyarakat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh Janda 
beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Janda dengan almarhum. 
Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta 
peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang 
itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini 
mempunyai hak untuk diajak berembug (berunding) mengenai penggunaan 
harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang 
tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemiikannya dikarenakan sifat 
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benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Misalnya harta pusaka, 
alat perlengkapan adat, senjata, jabatan adat, gelar adat dan lainnya yang 
harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan 
kemaslahatan bersama.6 
Sistem kewarisan masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keluarga, 
karena kewarisan merupakan peralihan benda dari suatu generasi ke generasi 
berikutnya dalam lingkup keluarga. Sedangkan terbentuknya keluarga karena 
adanya pernikahan, sehingga keluarga dan pernikahan menentukan model 
sistem masyarakat.7 
Di masyarakat Indonesia memang lazim adanya harta peninggalan 
yang tetap tinggal dan tidak dibagi-bagi. Misalnya, harta pusaka di 
Minangkabau tidak boleh dibagi-bagi kecuali jika kompleks famili yang 
memiliki harta pusaka itu, menjadi terlalu besar jumlahnya, hingga terjadi 
pemecahan famili dan timbul famili baru yang masing-masing berdiri sendiri. 
Harta pusaka dipecah menjadi dua juga (gadang menyimpang), sehingga 
masing-masing famili baru mempunyai harta pusaka sendiri, yang juga tidak 
boleh dibagi-bagi oleh kepada anggota-anggotanya.8 
Tanah milik seseorang yang didapatnya oleh karena dibeli atau 
dutebas (ontgonnen), lama-lama menjadi milik keluarganya dan kemudian 
menjadi milik famili keturunan pemilik semula. Dari harta peninggalan, 
hanya beberapa seperti uang dan perkakas rumah tangga boleh dibagi-bagi 
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diantara para ahli waris, sedang tanah-tanah dan tanamannya tetap tinggal dan 
tidak dibagi-bagi.  
Harta benda yang tidak dibagi-bagi itu merupakan dasar milik famili 
dan disediakan sebagai sumber nafkah keturunan pewaris. Selain harta benda 
di daerah yang tersebut di atas, maka juga di daerah-daerah lain, pada 
umumnya banyak harta peninggalan tetap tinggal tidak dibagi-bagi dan 
diediakan untuk memenuhi kebutuhan material keluarga yang ditinggalkan. 
Dengan matinya kepala keluarga yaitu suami (bapak), maka keluarga diketuai 
oleh janda (ibu) atau anak lelaki yang tertua.  
Harta peninggalan menjadi dasar material bagi kehidupan janda dan 
anak-anak yang belum mentas, belum dewasa, belum cukup umur. Selama 
dan sekedar harta peninggalan itu guna diperlukan untuk kehidupan janda dan 
anak-anak yang belum dewasa, yang masih tetap tinggal dirumah suami 
(bapak) yang meninggal, maka tiap-tiap penuntutan untuk membagi-bagi 
harta peninggalan itu tidak akan diterima.  
Menurut putusan Kamar ke III dari Raad Yustiti Jakarta, tanggal 16 
Desember 1938 (T. 150, halaman 210), maka barang gono gini merupakan 
harta benda keluarga yang tidak boleh diganggu oleh silsilah ke samping dan 
silsilah ke atas (erfgenamen in the ziljinie en opgaande lijin) selama masih 
ada seorang (dalam perkara ini, ialah janda yang tidak mempunyai anak) yang 
tinggal dari keluarga lain. Lama kelamaan keperluan untuk membiarkan 
seluruh harta tidak terbagi-bagi menjadi kurang dan sekedar keluarga itu 
membolehkannya, maka dari harta peninggalan itu barang-barang tertentu 
dapat dibagikan kepada anak-anak yang telah mentas atau yang akan mentas. 
6 
Di dalam hukum tidak ada peraturan yang menentukan, bahwa pada 
pembagian harta peninggalan pembagian itu harus mengenai seluruh harta 
benda. Sebagian dari harta peninggalan sekedar itu dapat dibagi-bagikan, 
boleh dioperkan kepada waris yang meninggalkan rumah orang tuanya. 
Bagian yang lain dapat, bahkan harus tetap tidak dibagi-bagi untuk kehidupan 
janda atau janda dan anak-anak yang masih tinggal di rumah.9 
Di Jawa ditemui juga tentang harta peninggalan yang tidak dibagi-
bagi. Ter Hear menyatakan bahwa (terjemahan bebas): “pemakaian dan 
pengurusan harta peninggalan tak terbagi-bagi itu terkadang dilaksanakan 
bergiliran di tangan salah satu dari keluarga yang berhak (Jawa: giliran), 
terkadang dari tangan masing-masing dari mereka (Secara sebagian), akan 
tetapi dapat juga dari tangan salah satu di antara mereka. Bilamana tidak ada 
kesepakatan, maka tidak ada kewajiban untuk membagi atau menyerahkan 
hasil daripada harta itu, dan sudah barang tentu dikemudian hari (bila 
diadakan pembagian harta) tidak dapat dituntut oleh ahli waris bersama 
tentang penggantian daripada hasil harta peninggalan yang sudah dipungut 
ahli waris yang memegangnya yang dipergunakan untuk dirinya sendiri itu, 
tuntutan mana seperti yang telah pernah terjadi sekali tempo diajukan ke 
muka landraad di Jawa.10 
Hal ini nampak pada praktik pembagian harta warisan di daerah 
nusantara, salah satunya Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten 
Klaten. Dari jumlah penduduk menurut agama di Desa Kupang, yang 
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beragama Islam berjumlah 3083 jiwa, agama Kristen berjumlah 87 jiwa, 
Katolik berjumlah 7 jiwa sedangkan Budha dan Hindu tidak ada.11 
Dari jumlah penduduk menurut agama di atas dapat penulis simpulkan 
Desa Kupang salah satu Desa yang masyarakatnya mayoritas beragama 
Islam, sehingga secara otomatis masyarakat Desa Kupang terikat dengan 
hukum Islam pada setiap sendi kehidupannya, termasuk di dalamnya dalam 
hal kewarisan. 
Mayoritas penduduk Desa Kupang beragama Islam namun dalam 
kenyataannya praktek adat Jawa masih cukup kuat. Hal ini juga tampak pada 
sebagian masyarakat Desa Kupang membiarkan harta warisan leluhurnya dan 
tidak membagi harta tersebut (menangguhkan dalam tempo yang tidak 
ditentukan) meskipun pewaris telah lama meniggal dunia. Salah satu pelaku 
pelaksanaan penangguhan pemabagian harta warisan tersebut yakni Ibu Fajar 
yang menangguhkan harta warisan setelah ditinggal mati suaminya 
(Almarhum Bapak Yatno), harta yang ditangguhkan tersebut digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan ahli waris yang ditinggalkan bagi anak-anak yang 
belum dewasa dan yang belum mentas. Pada dasarnya penangguhan ini 
bertujuan untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup suatu keluarga kecil.12 
Hasilnya harta warisan dipegang oleh anak laki-laki tertua. Karena 
tempo penangguhan yang tidak ditentukan pembagiannya ini, sehingga 
terkadang menimbulkan perselisihan pada generasi setelahnya atau malah 
sebaliknya yaitu demi kemaslahatan seluruh anggota keluarga. 
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Hukum waris Islam mempunyai kedudukan yang lebih baik dari 
hukum waris adat karena di atur dalam al-Qur’an dan Sunnah apalagi dalam 
UU ’45 pasal 29, negara menjamin kebebasan beragama bagi penduduknya 
untuk beribadat melakukan kewajiban agama. Maka secara yuridis berlaku 
hukum waris Islam dan bukan peraturan pembagian waris yang ada dalam 
hukum adat.13 
Berangkat dari latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk 
meneliti lebih jauh dan membahas praktik penangguhan pelaksanaan 
pembagian harta warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo 
Kabupaten Klaten dari tahun 1980 sampai tahun 2008. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang paparkan di atas,  maka 
penyusun ajukan beberapa pokok masalah sebagai berikut: 
1. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya penangguhan pembagian harta 
warisan Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penangguhan 
pembagian harta tersebut? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mendiskripsikan alasan sebab terjadinya pelaksanaan penangguhan 
harta warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten 
tahun 1980 hingga tahun 2008. 
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2. Untuk mendiskripsikan  pandangan hukum Islam terhadap praktik 
penangguhan harta waris di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo 
Kabupaten Klaten. 
D. Telaah Pustaka  
Banyak kajian terhadap kewarisan Islam dalam berbagai macam 
pelaksanaannya, seperti skripsi yang ditulis oleh Heri Muhtarom (2006),14 
dengan judul Konsep Waris dalam Hukum Islam (Studi Kritis Prespektif 
Gender). Kajian skripsi yan lain dengan praktik Pelaksanaan Penangguhan 
Kewarisan di Desa Kwarasan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten 
disusun oleh Siti Mutmainah (2003),15 skripsi tersebut menjelaskan mengenai 
penyimpangan praktik penangguhan, sedangkan penelitian saya membahas 
tentang alasan-alasan penangguhan dan pandangan hukum Islam terhadap 
praktik tersebut.. 
Muhammad Ali Ash-Shabuni (1995)16, dalam bukunya Pembagian 
Waris menurut Islam, Ahmad Rafiq (1993),17 dengan bukunya Fiqih Mawaris 
yang membahas antara lain berisi ayat-ayat al-Qur’an dan hadits tentang 
waris, cara pembagian dan penyelesaian waris, Abdullah Siddik (1984)18 
dalam bukunya Hukum Waris Islam menjelaskan mengenai penting dan 
wajibnya mengikuti pembagian warisan menurut hukum yang telah 
ditentukan oleh Allah dalam al-Qur’an. Moh. Muhibin, Abdul Wahid 
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(2009),19 dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan 
Hukum Positif di Indonesia menjelaskan mengenai asas-asas hukum 
kewarisan Islam. 
Adapun kajian terhadap hukum adat dan macam perkembangannya, 
seperti Soepomo (2000),20 dalam bukunya Bab-Bab tentang Hukum Adat 
yang membahas mengenai sistem dan peradilan hukum adat. Hilman 
Hadikusuma (1993),21 dalam bukunya Hukum Waris Adat yang membahas 
sistem pewarisan, Es. Ardinarto (2007),22 dalam bukunya Mengenal Adat 
Istiadat Hukum Adat di Indonesia yang menjelaskan pengertian adat istiadat 
dan hukum adat, Soerjono Soekamto (2010),23 dalam bukunya Hukum Adat 
di Indonesia yang membahas sistem pembangunan dan hukum adat. 
Pembahasan mengenai penangguhan pelaksanaan pembagian harta 
warisan di Desa Kupang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, meneliti 
tentang alasan-alasan praktik dari penangguhan, sejauh mana pelaksanaan 
yang terjadi sehingga terkadang menimbulkan perselisihan antar ahli waris 
atau malah sebaliknya yaitu demi kemaslahatan keluarga dan meneliti 
pandangan hukum Islam terhadap praktik penangguhan pembagian harta 
warisan ini, sejauh pengamatan penyusun belum ada yang membahas. Praktik 
penangguhan ini merupakan kebalikan dari praktek kewarisan secara hibah. 
Untuk itulah penyusun mencoba untuk membahas masalah ini. 
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E. Kerangka Teoritik  
Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan Hadits yang memuat 
Sunnah-sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh 
para ahli hukum fiqih melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat, sesuai 
dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad. 
Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada: 
1. Al-Qur’an merupakan sumber besar hukum waris yang banyak 
menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti 
tercantum dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya. 
2. Hadis yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.: 
َلاَق ٍسابع ِنبا ِنع:َلاَق يِبنلا ِنع :اهلهَأِب ضئارَفلْا وُقحْلَأ, يقب امَففألوَلى  ٍلجر
ٍرَكَذ) .هيَلع قَفتم( 
Artinya: Dari Ibn Abas Ra, Nabi SAW beliau bersabda: “Berikanlah warisan 
itu kepada orang –orang yang berhak menerimanya, sedangkan 
sisanya kepada (ahli waris) laki-laki yang paling berhak 
(menerimanya).” (Muttafaq ‘Alaih).24 
 
Hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan 
hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal 
dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam 
mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari 
hukum kewarisan itu sendiri, asas-asas kewarisan Islam itu sendiri antara lain: 
1. Asas Ijbari 
2. Asas Bilateral 
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Pustaka Azzam, 2006), hlm 339. 
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3. Asas Individual 
4. Asas Keadilan berimbang  
5. Asas semata akibat kematian25 
Prinsip asas tersebut erat kaitannya dengan asas ijbari. Apabila 
seseorang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, pada hakikatnya ia 
dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, 
kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak mempunyai 
kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal dunia. 
Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas 
hanya sepertiga dari seluruh kekayaannya.26 
Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya 
belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu 
pembagian antara lain : 
1. Masih ada orang tua 
2. Terbatasnya harta peninggalan 
3. Tertentu jenis dan macamnya 
4. Pewaris tidak mempunyai keturunan 
5. Para waris belum dewasa 
6. Belum ada pewaris pengganti 
7. Diantara pewaris belum hadir 
8. Belum ada waris yang berhak 
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9. Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.27 
Jika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-
anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka 
pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara 
para waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda 
pewaris, orang tua pewaris atau atau saudara-saudaranya yang lain 
berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.28 
Di Indonesia pembagian waris sering menggunakan hukum adat. 
Dalam Islam adat dikenal dengan ‘urf, sebagian diambil dari al-Qur’an dan 
Sunah, dan sebagian diambil dari ijma’ para ahli serta diambil dari ijtihad 
para sahabat.29 
Hukum kewarisan Islam secara terminologis adalah hukum yang 
mengatur tentang pembagian harta warisan dan mengetahui bagian-bagian 
yang diterima oleh para ahli waris dari harta yang ditinggalkan si pewaris.30 
Sesungguhnya hukum waris Islam adalah perubahan hukum waris 
adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistem kekeluargaan 
kebapakan (patrinial) dimana yang berhak yang mendapat harta peninggalan 
adalah hanya asabah yaitu kaum kerabat lelaki dan pihak bapak. Setelah 
datangnya Islam, maka al-Qur’an melakukan perubahan sebagaimana di atur 
dalam al-Qur’an IV : 7-18 dengan memberi bagian pula bagi kaum wanita, 
sehingga yang disebut Dzawul faraid}, yaitu ahli waris yang berhak mendapat 
warisan adalah sebagai berikut: 
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1. Menurut garis bapak-anak (ke bawah), ialah juga anak perempuan, anak 
perempuan dari laki-laki; 
2. Menurut garis anak-bapak (ke atas), ialah bapak, ibu, kakek dari pihak 
bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu; 
3. Menurut garis saudara (ke samping), ialah saudara kandung, saudara tiri 
dari pihak bapak, saudara tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda. 
Betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian warisan yang harus 
ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman “Barang siapa 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya 
niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 
dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.IV: 14), namun 
masyarakat Islam di Indonesia sebagian besar belum mentaatinya.31 
Adapun terjadi dalam masyarakat di sekitar kita yang masih 
melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum adat setempat, untuk 
melangkah lebih jauh lagi maka diketahui dahulu pengertian adat sebagai 
berikut: 
Dalam kamus ushul fiqih ‘urf dijelaskan : 
 ىمسيو كرتوَأ ٍلعفوَأ ٍلوَق نم هيَلعاوراسو سانلا هَفراعتاموه فرعلَا
ةداعْلاو فرعْلا نيب قرَفاَل نيِيعرشلا نَاسل ىفوُةداعْلا.  
Artinya :’urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, 
baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. 
Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak 
ada perbedaan antara ‘urf dan adat.32 
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‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan 
diterima oleh akal sehat, sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan 
Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti; “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi 
suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan 
kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”33 
Adat yang bertentangan dengan nas dan tujuan syari’at tidak boleh 
dijadikan sumber hukum. Jadi tidak semua hukum adat yang berlaku dalam 
masyarakat bisa digunakan sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi harus 
melihat apakah hukum adat itu sesuai dengan nafas Islam atau tidak. Dengan 
dalil-dali atau dasar hukum di atas setiap muslim wajib melaksanakan 
ketentuan-ketentuan hukum Islam pada setiap segi kehidupan termasuk 
hukum kewarisannya, dan tidak dibeanarkan menggunakan pilihan lain dalam 
penggunaan hukum jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkannya. 
Sehubungan dengan itu kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa adat itu bisa 
ditetapkan sebagai hukum seperti dalam kaidah yang berbunyi: 
ٌةمَّكحم ُةداعلْا 
Artinya: adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.34 
Namun adat (‘urf) untuk dapat dijadikan landasan hukum Islam harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. ‘Urf  harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan 
dengan ajaran al-Qur’an dan Sunah Rasulullah, misalnya kebiasaan di 
suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau 
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 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 153 
34
 Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1994). Hlm 9. 
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anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini 
dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu 
sendiri. 
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan 
mayoritas penduduk negeri itu. 
3. ‘Urf  harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 
dilandaskan kepada ‘urf  itu, misalkan seseorang yang mewakafkan hasil 
kebunnya kepada ulama, sedang yang disebut ulama waktu itu hanyalah 
orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya persyaratan 
punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus 
diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan 
pengertian ulama yang menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf 
terjadi misalnya harus punya ijazah. 
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan 
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah 
sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 
yang dipegang adalah ketegasan itu bukan ‘urf. Misalnya adat yang 
berlaku di satu masyarakat istri belum boleh dibawa suaminya pindah 
dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika 
berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri boleh dibawa 
pulang oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi 
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maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan 
itu, bukan hukum adat yang berlaku.35 
Hukum kewarisan Islam atau juga dikenal the Islamic law of 
inheritance mempunyai karakteristik sendiri jika dibandingkan dengan sistem 
hukum lainnya, misalnya civil law atau pun common law. Di dalam hukum 
Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggal si mati (pewaris) 
telah digariskan dalam al-Qur’an dan al-Hadis secara rinci dan jelas. Adapun 
di dalam sistem hukum barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta 
peninggalan si mati berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu 
sendiri, yaitu si mati membuat wasiat pada saat hidupnya. Dengan perkataan 
lain, kehendak atau keinginan si mati merupakan sesuatu yang utama dan 
hukum baru ikut campur, apabila ternyata si mati tidak meninggalkan wasiat 
yang sah. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara memdasar sistem 
kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak 
memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian, 
hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang 
sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.36 
Sistem pembagian warisan sesuai dengan bentuk-bentuk kekerabatan 
atau kemasyarakatan yang ada di Indonesia akan berpengaruh pula terhadap 
sistem pembagian harta warisan. Ada tiga sistem pembagian warisan, yaitu: 
1. Sistem pewarisan kolektif adalah pembagian warisan dari pewaris kepada 
para ahli waris secara bersama-sama atau kolektif. Sistem pewarisan 
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kolektif ini tidak membenarkan para ahli waris memiliki harta warisan 
secara perseorangan, melainkan diperbolehkan menikmati, mengusahakan 
harta warisan secara bersama. Cara dan pemakaiannya  diatur bersama 
dengan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kepala kerabat. 
Kabaikan sistem pewarisan kolektif ini, yaitu fungsi harta kekayaan 
diperuntukkan kelangsungan hidup keluarga besar, sedangkan 
kelemahannya sistem pewarisan ini menumbuhkan cara berpikir yang 
sempit, dan suatu saat bila tidak ada lagi ketua yang diandalkan, maka 
keturunan anggota kerabat akan semakin luntur. 
2. Sistem pewarisan mayorat, adalah penerusan harta kekayaan dari pewaris 
kepada ahli waris di mana harta warisan ini secara keseluruhan atau 
sebagian besar diberikan kepada anak lelaku tertua (di Bali) atau anak 
perempuan tertua (di Tanah Semendo-Sumsel) dimana anak tertua itu 
bertanggung jawab kepada seluruh saudaranya sampai dapat berdiri rumah 
sendiri (berumah tangga). 
3. Sistem pewarisan perorangan atau individual adalah sistem pewarisan di 
mana setiap ahli waris mendapatkan bagain sesuai dengan bagian masing-
masing. Sistem ini banyak terjadi pada masyarakat yang menganut garis 
keturunan parental, misalnya di Jawa atau masyarakat yang menganut 
hukum Islam.37 
Agar sesuatu biar menjadi lebih terang, maka baiklah kiranya kita 
mengambil contoh hukum adat waris suku bangsa Jawa. Keluarga Jawa 
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mempunyai harta keluarga yang terdiri dari barang-barang asal si istri serta 
barang-barang gono-gini suami istri. Segala barang tersebut merupakan dasar 
materiil bagi kehidupan keluarga dan akan disediakan pula untuk sadar 
materiil bagi kehidupan turunan dari keluarga itu. Mewarisi menurut 
anggapan tradisional orang Jawa bermakna mengalihkan harta keluarga 
kepada turunan, yaitu terutama kepada anak-anak lelaki dan anak-anak 
perempuan. Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang di 
Indoneisa ialah meneruskan angkatan, meneruskan turunan (generatio). 
Berhubungan dengan itu, harus harta bendanya orang itu (ibu-bapak) akan 
disediakan sebagai syarat-syarat perbedaan untuk menyelenggarakan proses 
meneruskan turunan tersebut. Apabila suami istri mendapat anak, maka 
tujuan perkawinan adalah tercapai. Segala harta keluarga tidak mengindahkan 
asalnya, jadi baik barang asal suami, barang asal istri maupun barang gono-
gini, barang pencarian, akan diserahkan kepada anak-anak. Perkara-perkara 
warisan yang timbul dalam praktek, biasanya disebabkan oleh karena tidak 
adanya anak-anak. Kadang juga oleh karena adanya perselisihan antara anak 
dan ibu tiri, atau oleh karena anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa orang 
istri.38 
Betapapun sudah nampak ada perubahan dalam perkebangan harta 
peninggalan dari penguasaan dan pemilikan bersama sari kekerabatan yang 
luas pada kekerabatan yang lebih sempit, dari penguasaan dan pemilikan 
bersama keluarga besar beralih pada keluarga kecil dan seterusnya beralih 
pula pada penguasaan dan pemilikan serumah saja, namun kedudukan harta 
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yang tidak terbagi-bagi itu masih tetap ada kemungkinannya. 
Kemungkinannya tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu adalah 
dikarenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan.39 
Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris 
meninggal, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali jika ada keadaan tertentu yang 
tidak memungkinkan, misal karena rumahnya belum laku dijual, atau ada ahli 
waris yang masih bayi/kecil, atau ada ahli waris yang banci, atau ada ahli 
waris yang hilang/tertawan, maka ada bagian yang dibekukan untuk 
sementara hingga diketahui keadaannya.  
Contoh untuk banci, menurut pendapat yang paling rajih, hak waris 
yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua 
keadaannya --keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian 
untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai 
statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli 
waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada 
ahli warisnya. 
Makna pemberian hak banci dengan bagian paling sedikit menurut 
kalangan fuqaha mawarits mu'amalah bil adhar-- yaitu jika banci dinilai 
sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan 
kepadanya adalah hak waris wanita; dan bila dinilai sebagai laki-laki dan 
bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan, bila 
ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka 
diputuskan bahwa banci tidak mendapatkan hak waris. 
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Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah 
seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya banci dalam salah 
satu dari dua status (yakni sebagai laki-laki atau wanita), maka gugurlah hak 
warisnya. 
Beberapa Contoh Amaliah Hak Waris Banci 
1. Seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak 
perempuan, dan seorang anak banci. Bila anak banci ini dianggap sebagai 
anak laki-laki, maka pokok masalahnya dari lima (5), sedangkan bila 
dianggap sebagai wanita maka pokok masalahnya dari empat (4). 
Kemudian kita menyatukan (al-jami'ah) antara dua masalah, seperti dalam 
masalah al-munasakhat. Bagian anak laki-laki adalah delapan (8), 
sedangkan bagian anak perempuan empat (4), dan bagian anak banci lima 
(5). Sisa harta waris yaitu tiga (3) kita bekukan untuk sementara hingga 
keadaannya secara nyata telah terbukti. 
2. Seseorang wafat meninggalkan seorang suami, ibu, dan saudara laki-laki 
banci. Pokok masalahnya dari enam (6) bila banci itu dikategorikan 
sebagai wanita, kemudian di-'aul-kan menjadi delapan (8). Sedangkan bila 
sang banci dianggap sebagai laki-laki, maka pokok masalahnya dari enam 
(6) tanpa harus di- 'aul-kan. Dan al-jami'ah (penyatuan) dari keduanya, 
menjadilah pokok masalahnya dua puluh empat (24). 
Bagian suami enam (6), saudara kandung perempuan enam (6) bagian, 
sedangkan yang banci tidak diberikan haknya. Adapun sisanya, yakni dua (2) 
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bagian dibekukan. Maka disini terjadi penanggguhan pembagian harta 
warisan menungu hingga kejelasan jenis kelamin sudah bisa ditentukan.40 
Aturan waris ditetapkan oleh Allah melalui Firman-Nya yang terdapat 
dalam al-Qur’an terutama surat an-Nisa ayat 7, 8, 11, 12 dan 176 pada 
dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud 
arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya 
menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. 
Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dari 
pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan 
dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian 
diabadikan dalam lembaran kitab fiqih serta menjadi pedoman bagi umat 
muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang waris.41 Jumlah bagian 
yang telah ditentukan oleh al-Qur’an ada enam macam, yaitu setengah (1/2), 
seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3) dan 
sepernam (1/6).42 
F. Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field researh) dengan tujuan mempelajari secara intensif tentang 
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latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, 
individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.43 
2. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Di sini penyusun akan 
membuat suatu deskriptif atau gambaran sistematis, aktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diteliti.44 
3. Sumber Data  
a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. 
Dalam penelitian ini, sumber data di ambil dari wawancara terhadap 
para tokoh masyarakat, kepala desa, dan para pelaku praktik 
penangguhan pembagian harta warisan di Desa Kupang. 
b. Sumber data sekunder, memperoleh data dalam bentuk sudah jadi 
(tersedia) melalui publikasi.45 Mengambil referensi dari beberapa 
buku mengenai adat yang berkaitan dengan ilmu mawaris, serta kitab-
kitab mawaris. 
Sumber data tersebut digunakan untuk menganalisa alasan-alasan 
praktik penangguhan pembagian harta warisan kemudian ditarik suatu 
kesimpulan. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  
a. Interview yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung 
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih, bertatap muka, 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.46 Metode penelitian ini meliputi pengumpulan data 
melalui interaksi langsung antara peneliti dengan informan, yaitu 
masyarakat, para pelaku pelaksana penangguhan harta warisan, warga 
dan para tokoh masyarakat. Beberapa informan diantaranya yaitu 
Bapak kepala Desa Kupang, Ratno, Yuli, Saroyo, Gani, Rahmad, 
Supardi, Harjono dan Marijan. 
b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau 
catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 
yang didapat dari lokasi penelitian.47 Dalam penelitian ini tentang 
gambaran atau deskripsi wilayah Desa Kupang Kecamatan 
Karangdowo Kabupaten Klaten, yang akan penulis ambil dari data 
monografi Desa Kupang Kecamatan Karangdowo serta hasil 
wawancara. 
5. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Sosiologis 
 Pada dasarnya membahas masyarakat secara menyeluruh meliputi 
struktur dan lapisan sosial masyarakat, serta intraksi serta berbagai gejala 
sosial lainnya sebagai hasil dari proses-proses sosial yang terjadi di 
masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat 
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dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya 
menjelaskan serta memberikan jawaban terhadap praktik penangguhan 
pelaksanaan pembagian harta warisan. 
6. Teknik Analis Data 
Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, 
tahap berikutnya yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Metode ini 
digunakan untuk menganalisis praktik penangguhan apakah sesuai dalam 
hukum Islam dan untuk menganalisis praktik kewarisan yang ada di 
lapangan. Maka penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif 
yaitu; 
a. Induktif yaitu menganalisis praktik penangguhan yang ada di 
lapangan, kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
b. Deduktif yaitu menganalisis praktik penangguhan pembagian harta 
warisan. Apakah sesuai dengan hukum Islam bila dipandanng dari 
persyaratan ‘urf dalam hukum Islam. 
7. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di daerah Desa Kupang Kecamatan 
Karangdowo Kabupaten Klaten, akan tetapi agar tidak terlalu melebar 
pembahasannya, maka peneliti membatasi untuk daerah penelitian hanya 
lingkup  2 Dukuh yaitu Dukuh Guguran dan Dukuh Gunung Wijil, untuk 
melakukan penelitian ini peneliti memakan waktu selama 1 (satu) bulan. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Melalui metode penelitan tersebut di atas, maka untuk mempermudah 
pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematik 
dengan membaginya dalam lima bab sebagai berikut: 
Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai 
pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini, dan di 
dalamnya tercakup bahasan: latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, kerangka pemikiran, tinjuan pustaka, metode penelitan, 
lokasi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab kedua, bab ini merupakan serangkaian yang memuat kerangka 
teoritis sebagai suatu landasan teori yang terdiri dari: konsep kewarisan dalam 
fiqih Islam dan prinsip pembagian harta dalam kewarisn adat. 
 Bab ketiga, bab ini memuat tentang deskripsi mengenai wilayah Desa 
Kupang. Kemudian membahas pelaksanaan kewarisan, harapan dan dampak 
penangguhan pembagian harta warisan di Desa Kupang Kecamatan 
Karangdowo Kabupaten Klaten. 
Bab keempat, memuat diskripsi hasil penelitian dan menganalisis 
alasan-alasan penangguhan harta warisan serta menganalisis pandangan 
hukum Islam terhadap penangguhan  harta warisan di Desa Kupang 
Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. 
Bab kelima, pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan 
akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup. 
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BAB II 
KONSEP KEWARISAN DALAM FIQIH ISLAM  
DAN PRINSIP PEMBAGIAN HARTA DALAM KEWARISAN ADAT 
 
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris 
Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih 
dikenal dengan istilah faraid}. Kata faraid} merupakan bentuk jamak dari 
faridah, yang diartikan oleh para ulama Faradiyun semakna dengan kata 
mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fard}u sebagai 
suku kata dari kata faridah, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara 
lain sebagai berikut. 
1. Taqdir, yaitu suatu ketentuan seperti dalam firman Allah SWT.dalam 
Surat al-Baqarah ayat 237 : 
متضرَف ام فصِنَف ًةضيِرَف نهَل متضرَف دَقو .  
Artinya: “Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, 
Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu 
tentukan itu”.1 
 
2. Qat’u, yaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah SWT. dalam 
Surat an-Nisa ayat 7 : 
 ًاضورْفم ًابيصن رُثَك وَأ هنم َّلَق امم َنوبرْقَلأاو نادلاوْلا كرت امم بيصن ءاسنللو.  
Artinya: “Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau 
banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”2 
 
                                                           
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Jumanatul Ali 
Art, 1994). hlm. 38. 
2
 Ibid., hlm. 78. 
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3. Inzal, yaitu menurunkan, seperti dalam firman Allah SWT surat al-
Qashash ayat 85 : 
رَف يذَّلا َّنِإداعم ىَلِإ كدارَل َنآرُقْلا كيَلع ض .  
Artinya :”Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan 
hukum-hukum) al-Quran, benar-benar akan mengembalikan 
kamu ke tempat kembali.”3 
 
4. Tabyin, yaitu penjelasan, dalam firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim 
ayat 2 : 
 مُكِناميَأ َةَّلحت مُكَل هَّللا ضرَف دَق.  
Artinya :”Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian 
membebaskan diri dari sumpahmu.”4 
 
 
5. Ihlal, yaitu menghalalkan, seperti dalam firman Allah dalam surat al-
Ahzab ayat 38: 
م هَل هَّللا ضرَف اميف ٍجرح نم يِبنلا ىَلع َناَك ا.  
Artinyaa :”Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang 
Telah ditetapkan Allah baginya.”5 
 
6. ‘Atar, yatu pemberian, seperti semboyan bahasa Arab yang berbunyi :  
 هنم تبص َاَلاضرَق اَل و اضرَف .  
Artinya: ”Sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan 
bukan pinjaman.” 
 
Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan sebab ilmu faraid} 
mengandung saham-saham atau bagian yang telah ditentukan besar kecilnya 
                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya... hlm. 396. 
4
 Ibid.,hlm. 560. 
5
 Ibid.,hlm. 423. 
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dengan pasti dan telah dijelaskan oleh Allah SWT, tentang halalnya sesuai 
dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.6 
Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris 
yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Sebagian 
ulama faradiyun, mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut: “Ilmu fiqih 
yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara 
penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan 
pengetahuan tantang bagian-bagian yang wajib dari peninggalan untuk setiap 
pemilik hak pusaka”. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya Fiqih Mawaris 
mendefinisikan ilmu faraid } sebagai berikut; “Ilmu untuk mengetahui orang 
yang berhak menerima pusaka dan yang tidak menerima pusaka, serta kadar 
yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya” atau dengan 
redaksi yang lain yang mengatakan “beberapa kaidah yang terpetik dari fiqih 
dan hisab untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang mempunyai 
hak terhadap peninggalan si mati dan bagian ahli wris dari harta peninggalan 
tersebut”.7 
Sedangkan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama 
(Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah 
Nabi. Hukum kewarisan Islam (ilmu faraid}) pada dasarnya bersumber pada 
Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist Nabi yang terdiri dari ucapan dan perbuatan 
Rasul. Baik dalam Al-qur’an dan Hadist-hadist Nabi. Adapun dasar dan 
sumber hukum kewarisan itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 
                                                           
6
 Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris, (Bandung: Cet. 3, CV. Pustaka Setia, 2006), hlm 11 
7
 Ibid., hlm 12-14. 
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11, 12, 176, dan disamping ayat-ayat tersebut yaitu terdapat dalam  firman 
Allah surat al-Anfal ayat 75 dan surat al-Ahzab ayat 6. Adapun beberapa ayat 
tersebut: 
1.  Ayat-ayat al-qur’an 
Qs. an-Nisa’ ayat 7 : 
ت امم بيصن ءاسنللو َنوبرْقَلأاو نادلاوْلا كرت امم بِيصن ِلاجرلِّل نادلاوْلا كر
ًاضورْفم ًابيصن رُثَك وَأ هنم َّلَق امم َنوبرْقَلأاو  
Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik 
sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.8 
 
Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang 
menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan 
sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pangakuan 
Islam, bahwa perempua adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan 
kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita 
dipandang sebagai abjek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.  
Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai 
subjek hukum,dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit 
ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an9.  
Dalam surat an-Nisa ayat 8 : 
 
تيْلاو ىبرُقْلا ْاوُلوُأ َةمسقْلا رضح اَذِإو ًلاوَق مهَل ْاوُلوُقو هنم مهوُقزراَف ينكاسمْلاو ىما
ًافورعم 
                                                           
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya… hlm. 78. 
9
 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan 
Hukum Positif di Indonesia…hlm 12-13. 
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Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang 
tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak 
yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu 
(pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta 
warisan atau sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik”.10 
 
2. Hadist 
 
نع َلاَق ةريره بيَأ:َقِاللها ُلوسر َلا: ّلعو ضئارَفْلا اومَّلعتاهوم,نإَفِمْلعْلا فصِن اه, 
وهو ىسنيوهو يتمُأ نم عزني ٍءيش ُلوَأ) .يِنْطُقرادلاو ةجام نبا هاور( 
 
Artinya:  Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Pelajarilah 
ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya faraidh 
adalah setengah ilmu, ia akan dilupakan dan yang pertama kali 
dicabut dari umatku.’” (HR. Ibnu Majah Dan Ad-Daraqhutni).11  
 
َلاَق ٍسابع ِنبا ِنع:َلاَق يِبنلا ِنع :اهلهَأِب ضئارَفلْا وُقحْلَأ,امَف يقب َلىوألف ٍلجر ٍرَكَذ .
)َفتمهيَلع ق( 
 
Artinya:  Dari Ibn Abas Ra, Nabi SAW beliau bersabda: “Berikanlah 
warisan itu kepada orang –orang yang berhak menerimanya, 
sedangkan sisanya kepada (ahli waris) laki-laki yangpaling 
berhak (menerimanya).” (Muttafaq ‘Alaih).12 
 
3. Ijtihad Para Ulama 
Meskipun al-Qur’an dan al-Hadist sudah memberikan ketentuan 
terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih 
diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan 
dalam al-Qur’an maupun al-Hadist. Misalnya mengenai bagian warisan 
                                                           
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya... hlm. 78. 
11
 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta : 
Pustaka Azzam, 2006), hlm 336. 
12
 Ibid.,hlm 339. 
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banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis 
terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami 
atau istri dan sebagainya. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-
sama dengan kakek. Di dalam al-Qur’an hal  ini tidak dijelaskan. Yang 
dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah 
atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini 
mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah 
kalalah maka mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat 
kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat 
Zaid Bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara 
muqasamah dengan kakek. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu 
meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-
sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak 
mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya tetapi menurut 
kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir mereka diberi bagian 
berdasarkan atas wasiat wajibah.13 
Ijma’ dan ijtihad sahabat, imam madzhab, dan para mujtahid dapat 
digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum 
dijelakan oleh nas} yang syarih. 
 
 
 
                                                           
13
 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 
Hukum Positif di Indonesia…  hlm 22. 
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B. Syarat, Rukun, Sebab dan Penghalang Waris 
1. Rukun kewarisan dalam Islam : 
a. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak 
untuk mewarisi harta peninggalannya. 
b. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima 
harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan 
(nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. 
c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang 
ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya14. 
2. Syarat-syarat waris juga ada 3: 
a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara 
hukum (misalnya dianggap telah meninggal). 
b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris 
meninggal dunia. 
c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti. Termasuk jumlah bagian 
masing-masing.15 
3. Sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalang kewarisan 
Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas 
tiga macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab 
Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta 
paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang-
                                                           
14
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam… hlm 39. 
15Ibid., hlm 39-41. 
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orang yagn bernasab dengan mereka, seperti dalam al-Qur’an surat al-
Anfal ayat 75: 
ميلع ٍءيش ِّلُكِب هّللا َّنِإ هّللا ِباتك يف ٍضعبِب ىَلوَأ مهضعب ِماحرَلأا ْاوُلوُأو  
Artinya:.Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang 
bukan kerabat)[626] di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu.16 
 
Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang-orang 
yang mewarisi dengan orangyang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. 
Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempustakai yang paling 
kuat karena kekerabatan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak 
dapat dihilangkan begitu saja.17  
b. Karena hubungan pernikahan 
Hubungan pernikahan ini terjadi setelah setelah dilakukan akad 
nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi 
persetubuhan. Adapun suami -istri yang melakukan pernikahan tidak 
sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah 
menurut syari’at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan 
itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan 
pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh 
karena itu, adalah bijaksana kalau Allah memberikan sebagaian 
tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah 
                                                           
16
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya… hlm. 186. 
17
 Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris, (Bandung: Cet. 3, CV. Pustaka Setia, 2006), hlm 
17-18. 
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satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. 
Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama 
sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya dapat terhijab nuqsan 
(dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau ahli waris yang 
lain.18 
c. Karena Wala’ 
Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah 
memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika 
orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia. Orang yang 
memerdekannya berhak mendapat warisan.19 
d. Hubungan sesama Islam 
Yaitu jika seseorang tidak mempunyai ahli waris, maka harta 
peninggalannya diserahkan kepada baitul mal (perbendaharaan 
Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak 
meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut 
diatas untuk kepentingan umat Islam.20 
4. Halangan mawarisi atau hilangnya hak mewaris 
Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat 
menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau 
syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka karena tidak dapat 
                                                           
18
 Dian Khairul Umam, Fiqh Mawaris… ,hlm 22. 
19
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam… hlm 39. 
20
 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 
Hukum Positif di Indonesia… hlm 75. 
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menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan 
hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut: 
a. Perbudakan 
Di dalam Al-qur’an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak 
cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah SWT Surah an-Nahl ayat 75. 
ٍءيش ىَلع ردْقي َّلا ًاكوُلمم ًادبع ًلاَثم هّللا برض 
Artinya:Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya 
yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.21 
 
Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena 
dipandang tidak cakap mengurusi harta dan telah putus hubungan 
kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak 
itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan 
harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada 
dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memliki harta.22 
b. Pembunuhan 
Para ahli hukum  Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang 
dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya 
menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris 
yang dibunuhnya.23 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya… hlm. 275. 
22
 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan 
Hukum Positif di Indonesia… hlm 76. 
23
 Ibid., hlm 76 
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c. Berlainan agama 
Berlainan agama adalah perbedaan agama yang menjadi 
kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang 
mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai mawani’ul iris 
adalah hadist Rasulullah saw: 
نع سُاامهنع اللها يضر ديز ِنب َةما :َلاَق يِبنلا َّنَا : ُثِريَلاو،رفاَكْلا ملسُلما ُثِريَلا
ملسمْلارف اَكْلا) .يراخبلا هجرخأ(  
 
Artinya:Diriwayatkan dari Usamah Bin Zaid r.a, bahwasannya Nabi 
Saw pernah bersabda: orang muslim tidak boleh mewarisi harta 
orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta oragn 
muslim. (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al- Bukhari, nomor 
hadist 6764).24 
 
C. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam 
Jumlah bagian yang telah ditentukan al-Qur’an ada enam macam, 
yaitu setengah (½), seperempat (¼), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), 
sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Sebagai rinciannya sebagai berikut: 
1. As}babul furud} yang berhak mendapat setengah (1/2) ada lima yaitu; 
Suami, anak perempuan kandung, cucu keturunan anak laki-laki, suadara 
kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. 
2. As}babul furud} yang berhak mendapat seperempat (1/4) ada dua yaitu; 
suami dan istri. 
3. As}babul furud} yang berhak mendapat seperdelapan (1/8) yaitu istri. 
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4. As}babul furud} yang berhak mendapat dua per tiga (2/3) ada empat yaitu; 
dua anak perempuan kandung atau lebih, dua orang cucu perempuan 
keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan  
atau lebih, dan dua orang perempuan seayah atau lebih. 
5. As}babul furud} yang berhak mendapat bagian sepertiga (1/3) yaitu; ibu dan 
dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan yang seibu). 
6. As}babul furud} yang berhak mendapat seperenam (1/6) yaitu; ayah, kakek 
asli bapak dari ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, 
saudara perempuan seayah, nenek asli, saudara laki-laki dan perempuan 
seibu.25 
D. Prinsip Pembagian Hukum Kewarisan Adat 
Hukum waris adat adalah sebagaian dari ilmu pengetahuan tentang 
hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan. Maka 
memerlukan penguraian yang sistematis, yang tersusun bertautan antara yang 
satu dan yang lain sebagai kesatuan. Ilmu pengetahuan menurut adanya 
kebenaraan yang objektif, walaupun sesungguhnya kebenaran dalam ilmu 
sosial itu dipengaruhi oleh perkembangan keadaan.26 
Pada masyarakat hukum bilateral atau parental (dan sebagain dari 
masyarakat hukum adat patrinial), pada dasarnya harta warisan itu dibagi-
bagi kepada para ahli warisnya. Di Jawa misalnya, sebagaimana dinyatakan 
oleh Soepomo bahwa bahwa pada asasnya bagian anak laki-laki adalah sama 
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dengan bagian anak perempuan. Tetapi di beberapa terutama di Jawa Tengah, 
anak laki-laki memperoleh dua kali bagian dari anak perempuan.27 
Pada umumnya penangguhan acara pembagian warisan dikalangan 
masyarakat Jawa dikarenakan harta warisan itu hanya diwarisi oleh Janda 
beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Janda dengan almarhum. 
Hal dimana mereka menguasai dan memelihara harta warisan sebagai harta 
peninggalan. Dalam hal ini akan menjual atau mengasingkan barang-barang 
itu harus berunding lebih dahulu dengan anak-anaknya. Anak-anak ini 
mempunyai hak untuk diajak berembug (berunding) mengenai penggunaan 
harta peninggalan tersebut. Disamping itu ada harta warisan yang memang 
tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemiikannya dikarenakan sifat 
benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi. Misalnya harta pusaka, 
alat perlengkapan adat, senjata, jabatan adat, gelar adat dan lainnya yang 
harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan 
kemaslahatan bersama.28 
Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya 
belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu 
pembagian antara lain : 
1. Masih ada orang tua 
2. Terbatasnya harta peninggalan 
3. Tertentu jenis dan macamnya 
4. Pewaris tidak mempunyai keturunan 
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5. Para waris belum dewasa 
6. Belum ada pewaris pengganti 
7. Diantara pewaris belum hadir 
8. Belum ada waris yang berhak 
9. Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.29 
Jika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-
anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka 
pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa. Dalam hal ini sementara 
para waris masih anak-anak harta peninggalan dapat diurus oleh janda 
pewaris, orang tua pewaris atau atau saudara-saudaranya yang lain 
berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.30 
Penangguhan waktu pembagian atau penerusan harta peninggalan ini 
dapat terjadi dan berlaku pada semua harta warisan yang ditinggalkan 
pewaris. Apabila seseorang wafat maka disebagian besar lingkungan 
masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan 
dibagi maka kapankah waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu 
dilaksanakan. 
a. Waktu pembagian dan juru bagi 
Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta 
warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu 
pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat 
kebiasan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan 
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setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut nujuh hari, waktu 
empat puluh hari, seratus hari atau waktu seribu hari setelah wafatnya 
pewaris, oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris 
berkumpul. Dikebanyakan masyaraakat berlaku pembagian warisan yaitu 
pada waktu nyeribu hari atau dengan istilah lain ketika nemukan tahun 
wafat, yaitu hari ulang tahun wafat pewaris, pada saat mana semua anggota 
waris diharapkan berkumpul ditempat pewaris almarhum. Apabila harta 
warisan akan dibagi maka yang akan menjadi juru bagi dapat ditentukan 
antara lain adalah: 
1) Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau 
2) Anak tertua lelaki atau perempuan, atau 
3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur adil dan bijaksana, atau, 
4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka 
agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak 
sebagai juru bagi. 
Selain orang tua yang masih hidup, janda atau duda pewaris, 
mereka yang menjadi juru bagi sesungguhnya bukan juru bagi yang mutlak 
harus dituntut ketetapan pembagiannya, tetapi mereka itu hanya sebagai 
juru damai, sebagai pembawa acara yang memimpin pertemuan untuk 
mencapai kata sepakat, mereka bertugas menampung menyalurkan dan 
menyimpulkan usul pendapat dari  para waris bagaimana sebaiknya harta 
warisan itu dibagi-bagi. 
Selama pembagian waarisan itu berjalan baik, rukun dan damai di 
antara para waris, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang 
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luar keluarga bersangkutan. Campur tangan dan kesaksian tua-tua adat 
atau para pemuka masyarakat hanya diperlukan apabila ternyata jalannya 
musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi seret dan tidak lancar. 
b. Cara pembagian 
Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan 
matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud 
benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat 
mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap waris mendapat 
bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama 
atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu. Diberbagai daerah 
sebagaimanaa halnya dikalangan masyarakat adat jawa cara pembagian itu 
dikatakan ada dua macam kemungkinan, yaitu: 
1) Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat 
bagian anak perempuan; atau 
2) Dengan cara dun-dum kupat, artinya bagian anak lelaki dan bagian anak 
perempuan berimbang sama.31 
Kebanyakan yang berlaku adalah yang dikatakan pembagian 
berimbang sama diantara semua anak. Apabila pembagian warisan itu 
diperhatikan maka terdapat asas kesamaan hak atau asas keseimbangan 
berdasarkan perkiraan bukan perhitungan. Pewarisan dalam hukum adat di 
Indonesia  berdasarkan tiga sturktur social pokok, yaitu: (1) matrilineal; 
(2) patrineal; (3) parental dengan pokok pembagiannya individual, 
kolektif, dan mayorat: pria dan wanita. Butir ke-3 amat menetukan. 
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Hukum waris adat melliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan serta 
ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta 
pengendalian harta benda materiil dan harta cita nonmateriil dari generasi 
yang lain dari ahli warisnya. Rumusannya adalah : (1) hukum adat hukum 
warisnya terdiri atas asas dan norma beserta keputusan ketetapan hukum 
yang bersifat konkret: (2) sistem warisan sangat dipengaruhi oleh struktur 
masyarakat setempat; dan (3) proses pewarisan dapat dimulai sejak 
pemilik harta masih hidup sampai meninggal. Dalam pada itu kematian 
seseorang, ahli waris tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam 
proses terebut; (4) tidak dikenal hibah kepada orang yang sedianya 
mewarisi, sehingga pemberian penting sesama hidup seseorang pada 
asasnya diartikan sebagai pewarisan; (5) fungsi pewaarisan yang esensial 
adalah pembekalan dasar hidup terutama materiil bagi keluarga atau 
kerabat yang baru terbentuk; (6) penerusan dan pengalihan itu dapat 
menngakibatkan pembagian dapat pula mempertahankan keutuhan harta 
untuk sementara ataupun untuk seterusnya; (7) dalam pengertian warisan, 
termasuk harta materiil maupun nonmaterial, nama gelar, fungsi pusaka 
dll.; (8) pada dasarnya pewarisan berjalan menurun dan (9) terdapat 
lembaga hidup waris penggantian tempat.32 
E. Hukum Waris Adat Dalam Kaidah Hukum Islam. 
Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis 
ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, 
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pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan 
penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris 
adat sesungguhnya adalah hukum  penerusan harta kekayaan dari suatu 
generasi kepada keturunannya.33 
Hukum adat dalam  pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai 
berikut dalam qawa’id al-fiqhiyyah ada asas yang berbunyi: 
ٌةمَّكحم ُةداعلْا 
Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.34 
Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-
A’raaf ayat 199. 
اجْلا ِنع ضِرعَأو فرعْلاِب رمْأو وْفعْلا ذخينله  
Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.35 
 
Kata al-urf’ sama dengan kata ma’ruf, yakni sesuatu yang dikenal dan 
dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung 
oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini 
adalah kebajikan yang jelas dan diketahui oleh semua orang serta diterima 
dengan baik oleh manusia-manusia normal. Hal ini telah disepakati oleh 
masyarakat, sehingga tidak perlu didiskusikan lagi apalagi diperbantahkan. 
Urf merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh mahzab Hanafi dan 
Maliki, yang berada diluar ruang lingkup nas}. ‘urf atau tradisi adalah bentuk-
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bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat 
kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di tengah masyarakat. ‘urf 
tergolong salah satu sumber hukum dari us}ul fiqih.36  
Dari pembahasan mengenai hukum waris adat diatas mempunyai 
tujuan yaitu mengambil manfaat dan menjaga kemaslahatan dalam us}ul fiqih 
disebut dengan al-maslahah al mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Dikatakan al-
mursalah, karena syara’ memutlakkannya bahwa di dalamnya tidak tedapat 
kaidah syara’ yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya. Menurut para 
ulama us}ul, sebagai ulama menggunakan istilah al-marsalah mursalah itu 
dengan kata al-munasib al mursal, ada pula yang mennggunakan al-istidlal 
dan ada pula yang menggunakan  al-istidlal al-mursal. Istilah-istilah tersebut 
walaupun tampak memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan 
yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar maslahat dapat 
ditinjau dari tiga segi yaitu; 
1. Melihat maslahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan yaitu 
kemaslahatan tidak didasarkan pada dalil tetapi sejalan dengan petunjuk-
petunjuk umum syaria’t Islam. Tinjauan ini disebut denngan al-maslahah 
al-mursalah. 
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’, yang mengharuskan 
adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Tinjauan 
ini disebut al-munasib al-mursal. 
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3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah yang ditunjukan 
oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal 
itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’, proses ini disebut 
istislah (mengali dan menetapkan suatu maslahah). 
Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai 
istilah al-maslahah al-mursalah. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau 
dari segi yang kedua dipaki istilah al-munasib al-mursal. Istillah tersebut 
digunakan oleh Ibn Hajib Dab Baidawi. Untuk segi yang ketiga dipakai 
istilah al-istislah, yang dipakai Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasyfa, atau 
dipakai istilah al-isti’dal al-mursal, seperti yang dipakai Al-Syatibi dalam 
kitab Al-Muwafaqat.37 
Para ahli ushul fiqih megemukakan beberapa pembagian maslahah 
dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan menjadi tiga macam: 
1. Al-Maslahah al-Daruriyah, adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan 
dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting 
kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan menusia akan terjadi 
kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. 
Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan 
harta.38 
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2. Al-Maslahah al-Hajiyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 
menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk 
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia.39 
3. Al-Maslahahal-Tahsiniyah, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap 
dan keleluasan terhadap kemaslahatan daruriyyah dan hajiyyat. 
Kemaslahatan ini merupakan kebaikan dan kebagusan budi pekerti. 
Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seseorang muslim 
dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. 
Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan 
hajiyyah dan kemaslahatan hajiyyah  harus lebih didahulukan dari pada 
kemaslahatan tahsiniyyah.40 
Ditinjau dari segi eksistensi kemaslahatan dan tidak adanya dalil yang 
mengaturnya maka dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: 
1. Maslahah Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat nas secara tegas 
menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Maksudnya adalah dalil 
khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. 
2. Maslahah Mulgah, yaitu maslahah yang berlawanan dengan ketentuan nas. 
3. Maslahah mursalah, yaitu maslahah yang keberadaannya tidak didukung 
syara’ dan tidak pula ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Kadang-
kadang nas syariah ada yang memandang hukum untuk mencari 
kemaslahatan. Hal ini yerdapat pada begian peristiwa dan kejadian. Maka 
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hal ini akan menunjukkan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan tersebut 
adalah kemaslahatan-kemaslahatan dalam pandangan Allah.41 
F. Ketentuan Penangguhan Pembagian Harta Warisan. 
Dalam ilmu faraid } tidak ada ketentuan mengenai penangguhan 
pembagian harta warisan, malah sebaliknya setelah semua pengurusan 
pemakaman, hak-hak, wasiat, dan pelunasan hutang pewaris ditunaikan 
dianjurkan agar menyegerakan pembagian harta warisan,  namun dalam 
kenyataannya banyak sekali praktik-praktik di masyarakat kita melaksanakan 
penangguhan pembagian harta warisan. 
1. Menunda Pembagian Harta Warisan 
Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris 
meninggal, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali jika ada keadaan tertentu 
yang tidak memungkinkan, misal karena rumahnya belum laku dijual, atau 
ada ahli waris yang masih bayi/kecil, atau ada ahli waris yang banci, atau 
ada ahli waris yang hilang/tertawan, maka ada bagian yang dibekukan 
untuk sementara hingga diketahui keadaannya. Harta warisan adalah 
sepenuhnya milik para ahli warisnya, karena itu tidak boleh 
mengambil/menahan harta milik mereka. Segeralah ditunaikan jika mereka 
menginginkannya disegerakan, jangan sampai karena lama tidak 
dibagikan, akhirnya muncul kecurigaan dan kebencian dari para ahli waris, 
karena sesungguhnya mereka bisa jadi sangat membutuhkan harta tersebut. 
Penundaan pembagian harta warisan seringkali terjadi manakala sang 
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pewaris wafat masih meninggalkan istri, yakni ibu dari anak-anaknya. 
Maka anak-anak enggan atau merasa tidak enak untuk menyampaikan 
kepada ibunya tersebut, agar harta warisan segera dibagikan. Atau bisa 
juga karena sebab-sebab lainnya, misalnya ada salah satu rumah yang 
masih ditinggali oleh kerabatnya yang lain. Untuk itu, perlu adanya sikap 
bijaksana juga dari sang ibu, sesungguhnya harta warisan itu memang 
milik dan hak para ahli warisnya, diantaranya anak-anaknya. Orang yang 
paling dihormati tersebut diharapkan memberi pengertian ilmu faraid 
kepada mereka semua agar tidak terjadi perselisihan.42 
Bagi orang yang beragama Islam, haram hukumnya menetapkan 
hukum waris secara negara/adat, jika memang ia bertentangan dengan 
hukum waris berdasarkan syariat Islam. Hanya Allah saja yang berhak 
menetapkan pembagian harta warisan ini, tidak boleh para raja, presiden, 
pemerintah, sesepuh, ataupun ketua adat menetapkan hukum waris ini jika 
bertentangan dengan syariat Islam. 
م يِرجت تانج هْلخدي هَلوسرو هّللا ِعطي نمو هّللا دودح كْلت نيدلاخ راهنَلأا اهتحت ن
ميظعْلا زوَفْلا كلَذو اهيف 
Artinya : “(Hukum-hukum mengenai pembagian waris tersebut) itu adalah 
ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga 
yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal 
di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.43 
 
ينِهم باَذع هَلو اهيف ًادلاخ ًاران هْلخدي هدودح دعتيو هَلوسرو هّللا ِصعي نمو  
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Artinya : ”Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 
dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.“44 
  
Ayat ini disebutkan setelah membahas mengenai ayat-ayat waris, dan 
jika dikaji dari ayat ini, maka dapat kita pahami bahwa kita tidak boleh 
menetapkan tata cara pembagian warisan tanpa berlandaskan kepada 
hukum-hukum waris yang sudah Allah tetapkan tersebut.45 
2. Menyegerakan Pembagian Harta Warisan 
Masalah waktu menyegerakan, maka beberapa ulama menyepakati 
hal ini, sebab dikawatirkan akan timbul masalah dikemudian hari jika 
pembagian waris berlama-lama, dan juga mempertimbangkan faktor lain. 
Bahkan ada anjuran kepada pemilik harta, untuk membuat wasiat semasa 
hidupnya, agar sepeninggal nanti, ahli warisnya harus menyegerakan 
membaginya secara syar'i, jika tidak maka bisa terancam dosa.46 
Pada dasarnya, harta warisan harus segera dibagi kepada ahli waris 
apabila tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Apalagi jika salah seorang 
ahli waris menuntut atau meminta untuk segera dibagi. Sebab, penunda-
nundaan pembagian harta warisan berpotensi menimbulkan masalah yang 
tidak diharapkan seperti, misalnya, penguasaan harta oleh salah satu dari 
ahli waris tanpa melibatkan yang lain. Tetapi jika semua ahli waris sepakat 
untuk menunda karena suatu kepentingan bersama, itu tidak masalah. 
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Misalnya harta warisan berupa rumah ditunda pembagiannya sampai 
terjual dengan harga yang wajar.47 
3. Membagi Harta Warisan Saat Pewaris Masih Hidup 
Seandainya calon pewaris masih hidup, atau bahkan sudah sekarat, 
maka harta tersebut sepenuhnya masih miliknya 100%, tidak boleh 
dibagikan tanpa seizinnya. Jika ada pembagian harta dari orang yang 
hidup, maka itu adalah pembagian harta biasa (hibah) yang besarnya tidak 
ada ketetapannya di dalam Al-Qur’an dan Hadits, jadi harta tersebut tidak 
bisa disebut sebagai harta warisan. Salah satu rukun waris adalah adanya 
ahli waris dan adanya pewaris (orang yang meninggal). Jika belum ada 
orang yang meninggal, maka tidak akan ada pembagian harta warisan. 
Yang dikhawatirkan adalah, bagaimana seandainya calon pewaris tersebut 
ternyata tidak jadi meninggal dunia, misalnya ia ternyata masih dikarunia 
umur oleh Allah beberapa tahun lagi. Maka sungguh kasihan nasib calon 
pewaris tersebut, seandainya hartanya sudah habis dibagikan. Hal ini 
seringkali terjadi di dalam masyarakat kita. Ini hanyalah pemberian dari 
seseorang kepada kerabat-kerabatnya, yang bisa jadi dimaksudkan agar 
tidak terjadi keributan ketika ia wafat nanti. Maka agar tidak terjadi 
keributan, hendaknya pewaris saat hidupnya mengajarkan ilmu faraid 
kepada kerabat-kerabatnya, minimal yang berkaitan dengan keadaannya, 
tidak perlu membahas terlalu detail. Sebab keributan itu umumnya karena 
mereka tidak mengetahui ilmunya, atau bisa juga karena faktor 
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keserakahan. Karena itu, pewaris hendaknya memberikan pendidikan ilmu 
faraid ini kepada pihak-pihak yang kelak akan mendapatkan harta 
warisannya, semoga mereka akan menerima dengan sepenuhnya segala 
ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan syariat Islam.48  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEWARISAN 
DESA KUPANG 
 
A. Diskripsi Wilayah dan Keadaan Desa Kupang 
Desa Kupang adalah salah satu desa dari 19 desa yang ada di 
Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, dengan luas wilayahnya 
mencapai 142.2210 Ha. Ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 
130 meter, banyaknya curah hujan kurang lebih 1794 mm / 67 hari, topografi 
Desa Kupang termasuk dataran rendah dan suhu udara rata-rata 37 derajat 
celcius. Jumlah kepala keluarga yang ada di desa kupang adalah sebanyak 
719 kepala keluarga.1  
Sistem kewarisan yang ada di Desa ini adalah kewarisan yang 
dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan kewarisan yang dilakukan 
setelah pewaris meninggal dunia.2 Mayoritas penduduk di Desa Kupang 
beragama Islam yaitu mencapai 3083 jiwa. Sedang sisanya adalah pemeluk 
agama Kristen dan Katolik. Ini berarti bahwa untuk masyarakat muslim di 
Desa Kupang cukup besar. Dengan demikian jumlah tempat ibadah pun juga 
lebih banyak dari agama lainnya, yaitu mencapai 4 buah masjid dan 8 
mushola.3 
Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kupang mayoritas 
beragama Islam dan ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan praktik 
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penangguhan, karena pada dasarnya setiap agama mempunyai hukum sendiri 
dalam mengatur kehidupan umatnya, dalam hal ini adalah hukum kewarisan 
yang diteliti dalam skripsi ini. 
Mata pencaharian penduduk Desa Kupang pun beraneka ragam. Data 
tentang mata pencaharian penduduk ini diperlukan untuk mengetahui tingkat 
ekonomi penduduk Desa ini. Tingkat ekonmi penduduk ini akan sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan yang dianut, karena pada 
dasarnya masalah kewarisan adalah masalah yang berkaitan erat dengan 
masalah harta benda atau berkaitan erat dengan dengan masalah ekonomi. 
Bila tingkat ekonomi semakin tinggi maka semakin tinggi kebutuhan 
yang harus dipenuhi oleh masyarakat tersebut dan harta akan ditinggalkan 
pun semakin tinggi sehingga akan semakin rumit permasalahannya, begitu 
pula sebaliknya.  Dalam pengembangan kehidupan beragama bagi umat Islam 
di Desa ini dapat dikatakan cukup maju. Hal ini dapat diketahui dari 
pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dari 
berbagai macam organisasi keagamaan yang ada cukup maju di Desa 
Kupang. Salah satunya yaitu pengajian rutin yang dilaksanakan seminggu 
sekali oleh Ibu-ibu maupun Bapak-bapak.4 
Dengan melihat table dibawah ini dapat diketahui bahwa penduduk 
Desa Kupang dari segi pekerjaannya mayoritas  bekerja sebagai petani, ini 
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dapat dilihat dari luas tanah yang cukup luas, sehingga sudah pasti banyak 
penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani.5 
Table 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No. Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan 
1. Petani sendiri 456 orang Orang 
2. Buruh tani 112 orang 112 orang 
3. Karyawan perusahaan swasta 215 orang 117 orang 
4. Pengusaha kecil 1 orang Orang 
5. Pedagang kaliling 9 orang 27 orang 
6. Peternak 63 orang 21 orang 
7. Pegawai negeri sipil 90 orang 64 orang 
8. TNI 11 orang Orang 
9. POLRI 7 orang Orang 
10. Pensiunan 2 orang 21 orang 
11. Tukang cukur 3 orang Orang 
12. Percetakan 2 orang Orang 
13. Bengkel sepeda 6 orang Orang 
14. pengrajin industry rumah 
tangga 
7 orang 173 orang 
 
Pada umumnya mereka yang berprofesi sebagai petani rata-rata 
berpendidikan SD hingga SMP, jadi pengetahuan mengenai hukum kewarisan 
Islam sangat minim, sehingga tidak mengenal pembagian warisan menurut 
hukum Islam, apa lagi fiqih mawaris. Sehingga mereka dalam membagi harta 
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warisan meneruskan adat atau tradisi leluhurnya dalam melaksanakan 
pembagian harta warisan yang sudah turun temurun.6  
B. Pelaksanaan Kewarisan, Alasan, Harapan Dan Dampak Dari 
Penangguhan Harta Waris Di Desa Kupang. 
1. Pelaksanaan Kewarisan Dan Alasan penangguhan 
Desa Kupang merupakan daerah yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari data monografi Desa Kupang. 
Penduduk Desa ini yang menganut agama Islam yaitu 3083 jiwa dari 
jumlah seluruh penduduk yaitu berjumlah 3167 jiwa.7 
Bila dilihat dari segi jumlah penduduk yang menganut agama 
Islam, sudah barang tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat Desa 
ini dalam setiap sendi kehidupan mereka, dalam hal ini terutama adalah 
segi hukum kewarisan. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan kewarisan 
masyarakat Desa ini tidak menganut hukum kewarisan Islam sebagai 
acuan dalam mengurus harta warisan mereka. Mereka lebih terpengaruh 
dengan hukum kewarisan adat, yaitu kewarisan dengan cara 
menangguhkan pembagian harta warisan mereka. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya praktik kewarisan yang ada di Desa ini.8 
Pelaksanaan kewarisan yang pertama adalah pelaksanaan yang 
dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, yaitu pelaksanaan 
penangguhan pembagian harta warisan. Maksud dari pelaksanaan 
penangguhan harta warisan ini adalah ketika pewaris meninggal dunia, 
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harta yang ditinggalkan sebagai harta warisannya tidak segera dibagi 
kepada para ahli waris, namun ditunda sampai semua ahli waris yang 
ditinggalkan telah dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak 
bergantung pada harta orang tuanya lagi. Praktik penangguhan ini tidak 
berlaku apabila anak-anak ahli waris telah dewasa semua. Bila ternyata 
keadaan anak-anak ahli waris telah dewasa semua maka harta tersebut 
akan segera dibagikan.9 
Penundaan ini dilakukan karena alasan atau nilai tertentu yang 
mereka anut. Pada pokoknya alasan atau nilai yang mereka anut ini adalah 
berdasar asa kebutuhan atau keinginan untuk menegakkan tetapnya 
kerukunan keluarga dan kelangsungan hidup keluarga terkecil atau somah 
yaitu tediri dari suami istri dan anak-anak setelah tumbuh dewasa 
menerima harta warisan setelah pembagiannya ditangguhkan.10 
Berikut alasan-alasan penangguhan pembagian harta warisan di Desa 
Kupang. 
1. Kemaslahatan keluarga 
Agar semua ahli waris yang masih butuh biaya yang cukup besar bisa 
terbantu kehidupannya dengan harta yang ditinggalkan pewaris. 
Khsususnya bagi ahli waris yang masih kecil. 
2. Kesepakatan ahli waris 
Setelah adanya surat keterangan waris terbit dari pemerintah desa 
kemudian  di proses melalui Akta Pembagian Harta bersama didepan 
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PPAT/camat, sebelumnya sudah ada kesepakatan pembagian dari 
seluruh ahli waris apakah disegerakan pembagiannya atau ditangguhkan 
dulu. 
3. Adanya surat wasiat 
Apabila sudah ada surat wasiat baik lisan atau tertulis, apabila tidak ada 
surat wasiat maka menjadi kesepakatan para ahli waris apakah 
disegerakan pembagiannya atau ditangguhkan dulu.11 
Untuk memperjelas pelaksanaan ini, sebagai contoh pertama 
pelaksanaan penangguhan pembagian harta warisan ini adalah keluarga 
Ibu Fajar, suaminya meninggal pada tahun 2001 yang meninggalkan istri 
dan tiga anak. Anak pertama laki-laki (Rahmad) dan anak kedua laki-laki 
(Rustam), dan anak ketiga adalah perempuan (Rizki). Ketika pewaris 
meninggal dunia harta warisan tersebut tidak dibagi-bagikan kepada ahli 
waris namun tetap dipegang oleh janda (ibu Yatno) dengan dibantu anak 
laki-laki tertuanya yaitu Rahmad yang beumur 25 tahun. Harta warisan ini 
tidak segera dibagi karena ada anak-anak pewaris yang masih kecil yaitu 
anak paling bungsu Rizki berumur 6 tahun dan anak yang kedua Rustam 
15 tahun.12 
Ketika anak pertama yaitu Rahmad telah dewasa dalam arti sudah 
mampu menghidupi dirinya sendiri dan mulai berumah tangga, sebagian 
harta tersebut akan segera dibagikan kepada rahmad, yaitu pada tahun 
2004, anak tertua yaitu Rahmad sudah hidup mandiri maka sudah 
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mendapat bagian yaitu sebuah rumah untuk keluarganya, kemudian sisa 
warisan masih ditangguhkan untuk mencukupi anak bungsu yang masih 
kecil, belum dewasa atau belum mentas. Ketika anak kedua mulai tumbuh 
dewasa yaitu rustam, pada tahun 2011 diberikannya rumah beserta 
perlengkapannya untuk memulai kehidupan beru dengan istrinya, 
sedangkan rizki sebagai anak bungsu sampe saat ini masih menyelesaikan 
pendidikan di tingkat perguruan, jadi bagian harta warisan bagi rizki 
ditangguhkan guna keperluan biaya kuliahnya, jadi dalam kasus ini terjadi 
penangguhan harta warisan, yang mana pembagiannya ditangguhkan atau 
ditunda dalam tempo yang tidak bisa ditentukan13. 
Contoh penangguhan yang lain yakni pada keluarga bapak Harjono 
yang ditinggal istrinya pada tahun 2008 yang meninggalkan 5 orang anak, 
4 laki-laki dan satu perempuan. Ketika pengurusan hak-hak pewaris yang 
meninggal sudah ditunaikan, keluarga tersebut sepakat agar pembagian 
harta warisan ditunda menunggu ahi waris yang lain dewasa dan sudah 
cakap menggunakan harta yang akan diberikan. Maka harta yang 
ditangguhkan pembagiannya itu digunakan untuk kemaslahatan keluarga 
agar semua ahli waris yang masih butuh biaya yang cukup besar bisa 
terbatu dengan harta yang di tangguhkan itu. Sebab harta yang 
ditangguhkan pembagiannya itu berupa rumah kontrakan yang masih 
disewa oleh orang lain, maka dengan hasil dari penyewaan itu digunakan 
untuk kehidupan dan kemaslahatan keluarga yang ditiggalkan pewaris. 
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Dalam kasus ini terjadi kesepakatan para ahli waris agar menangguhkan 
pembagian harta warisan dengan alasan mereka ingin para ahli waris yang 
masih kecil bisa terjamin biaya kebutuhan hidupnya dari pengasilan rumah 
kontrakan yang disewakan tersebut.14 
Contoh penangguhan  yang kedua yakni pada keluarga Bapak 
Supardi yang ditinggal istrinya pada tahun 2007, meninggalkan 3 orang 
anak, dua laki-laki dan satu perempuan. Ketika anaknya yang dewasa 
menikah diberikannya sebuah rumah sedangkan anak yang lain masih ikut 
dengan ayahnya karena masih membutuhkan biaya sekolah, dalam kasus 
ini terjadi penangguhan pembagian harta warisan, yakni ahli waris yang 
lain menunggu telah dewasa dulu baru diberikan hartanya agar bisa hidup 
mandiri.15 
Bila suami atau istri meninggal dunia, maka dirasakan keinginan 
agar keluarga sesomah ini dapat hidup terus secara pantas dari harta 
warisan yang ada seperti ketika pewaris masih hidup atau sebelum terjadi 
musibah kematian.16 
Apabila harta warisan yang ditinggalkan pewaris seketika itu juga 
dibagi-bagikan kepada para ahli waris, hal ini akan sangat mengganggu 
terutama untuk kelangsungan hidup janda dan anak-anak pewaris yang 
masih kecil, yang masih sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya 
hidupnya yang belum bisa dia tanggung sendiri. Bagi janda dianggap layak 
jika ia dapat hidup terus secara pantas dari harta yang ditinggalkan pewaris 
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hlm. 17. 
61 
 
sampai wafatnya. Begitu pula bagi anak-anak pewaris yang masih kecil, 
dianggap layak jika mereka tetap mempergunakan harta warisan terebut 
sampai mereka dewasa, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak lagi 
tergantung pada harta warisan yang ada.17 
Namun ada pula perselisihan yang disebabkan oleh praktik 
penangguhan pembagian harta tersebut, adanya tindakan salah satu ahli 
waris yang mengalihkan kepemilikan sebagian harta warisan tanpa 
sepengetahuan ahli waris yang lain yang digunakan untuk kepentingan 
satu ahli waris. Hal ini akan dapat menimbulkan perpecahan keluarga 
karena dengan begitu ahli waris yang lain akan merasa diperlakukan 
secara curang oleh saudaranya sendiri. Dengan dijualnya sebagian harta 
tersebut secara otomatis akan mengurangi hak janda, hak anak-anak yang 
masih membutuhkannya dan hak ahli waris yang lain. Jadi dari sini dapat 
diketahui bahwa tindakan pelanggaran tersebut dapat menggagalkan nilai 
luhur dari praktik penangguhan harta  warisan ini. 
Contoh pelanggaran ini adalah apa yang terjadi pada keluarga Ibu 
Yuli. Beliau adalah salah satu ahli waris dari bapak Sriyono, yang telah 
meninggal pada tahun 1980.  Bapak Sriyono sebagai pewaris meniggalkan 
seorang istri dan 5 orang anak. Anak pertama dan anak kedua perempuan 
(Aminah dan Yuli), ketiga adalah laki-laki (Muji), keempat perempuan 
(Maryatun) dan si bungsu adalah laki-laki (Mursito). Ketika  Bapak 
Mangun meninggal dunia anak keempat dan kelima masih kecil dalm arti 
belum bisa menanggung dirinya sendiri. Harta warisan yang ditinggalkan 
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tersebut ditunda pembagiannya, dan dipegang oleh istri almarhum dibantu 
oleh anak laki-laki tertuanya yaitu Muji. Ketika kedua anak perempuannya 
berumah tangga, ketiganya diberikan barang berharga berupa emas dan 
peralatan rumah tangga sebagai bekal untuk memasuki rumah suaminya, 
dan Muji sebagai anak laki-laki diberikan tanah untuk dibangun sebuah 
rumah sebagai bekal untuk kehidupan rumah tangganya, begitu pula anak 
perempuan yang keempat Maryatun, sedangkan rumah yang ditempati 
janda tersebut akan diberikan kepada anak bungsu yaitu Mursito. 
Setelah kedua anak yang masih kecil tadi sudah dewasa yaitu pada 
tahun 1986, seharusnya harta warisan tersebut segera dibagikan kepada 
ahli waris. Harta warisan tersebut berupa 3 petak sawah dan 1000 meter 
tanah serta dua rumah yang ditempati Muji dan janda. Namun pada 
kenyataannya, harta tersebut dibiarkan tidak terbagi. Pada tahun 1991 
diketahui bahwa rumah tersebut yang menjadi harta warisan tersebut telah 
dibalik namakan menjadi milik Muji (yang pada awalnya atas nama 
pewaris) dengan persetujuan janda. Hal ini dketahui oleh ahli waris yang 
lain dari aparat pemerintah desa setempat. Hal ini membuat kemarahan 
ahli waris yang lain namun tidak dapat berbuat apa-apa karena hal tersebut 
dibuat atas izin janda. Dan pada kenyataannya sampai sekarang harta 
tersebut masih milik Muji. Meskipun ahli waris yang lain telah berusaha 
untuk membaginya namun selalu dihalang-halangi. Bahkan saat ini si 
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janda pun meninggal dunia pada tahun 2004, saat ni keadaan keluarga 
telah terpecah karena perilaku pelangaran tersebut.18 
Contoh pelanggaran yang lain adalah yang terjadi pada bapak 
Umar, beliau adalah pemegang harta warisan dari keluarganya, karena 
beliau adalah anak laki-laki tertua dengan 3 saudara satu laki-laki (Saroyo) 
dan dua perempuan. Setelah ahli waris telah dewasa, harta warisan 
tersebut  seharusnya segera dibagi, namun pada kenyataanya harta warisan 
tersebut tidak dibagi, meskipun para ahli waris yang lain telah 
memintanya. Hal ini karena pemegang harta selalu menghalangi 
terjadinnya pembagian harta warisan dengan cara menggadaikan harta 
warisan seperti sawah, sehingga bila ahli waris yang lain ingin membagi 
harta tersebut terhalang karena harta tersbut dalam keadaan tergadai.19 
Dari sisni jelas terjadi pelanggaran terhadap praktik penangguhan, 
pemegang harta warisan tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pengganti orangtua (pewaris). Maka dibutuhkan adanya sikap jujur dari 
para ahli waris terutama ahli waris yang dipercaya untuk memegang dan 
mengurus harta warisan tersebut selama penangguhan. 
Pelaksanaan kewarisan yang kedua adalah pelaksanaan kewarisan 
yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup atau sering disebut dengan 
praktik kewarisan secara hibah. Maksud dari praktik kewarisan secara 
hibah ini adalah ketika orang tua sebagai pemilik harta masih hidup, 
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 Yuli, Ahli Waris, Wawancara Pribadi, Klaten 15 April 2012. 
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mereka membagikan harta yang dimilikinya kepada para ahli warisnya. 
Jadi, kewarisan ini telah dimulai ketika pewaris masih hidup.20 
Praktik kewarisan ini adalah kebalikan dari praktik penagguhan 
pelaksanaan pembagian harta warisan. Bila praktik penangguhan 
pembagian harta warisan waktu pembagiannya di akhirkan yaitu 
menunggu sampai semua ahli waris dewasa meskipun pewaris telah lama 
meningggal dunia sehingga tidak akan ada yang tergangu dengan 
pembagian harta warisan tersebut, sedangkan praktik kewarisan secara 
hibah adalah mengawalkan pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu 
dimulai ketika pewaris sebagai pemilik harta masih hidup. 
 Sebagai contoh pertama praktik pelaksanaan hibah yakni pada 
keluarga tani di desa Kupang, ketika anaknya sudah mulai dewasa atau 
paling tidak telah mampu meggarap sawah, maka orang tua tersebut 
memberikan wewenang kepada anak tersebut untuk menggarap dan 
menikmati hasilnya, begitu pula bila anak itu perempuan ia diberikan 
modal berupa warung untuk ia memulai usahanya dan menikmati hasilnya 
atau bila ia mulai berumah tangga ia akan diberi perhiasan berharga dan 
peralatan rumah tangga sebagai bekal ia hidup dengan suaminya. Bila 
suatu saat orang tua meninggal dunia, maka bagi anak laki-laki tersebut 
sudah tidak boleh mengambil bagian dari harta warisan yang lain.21 
Praktik ini seperti apa yang telah dilaksanakan oleh bapak Sunardi 
yang mempunyai 3 orang anak, 2 laki dan 1 perempuan. Beliau memulai 
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 Marijan, Tokoh Masyarakat Desa Kupang, Wawancara Pribadi …20 April 2012. 
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 Ibid., 20 April 2012. 
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membagikan harta yang dimilikinya kepada ahli warisnya, meskipun ia 
masih dalam keadaan sehat.dari ketiga anak 2 anak laki-laki telah 
diberikan bagian berupa tanah pekarangan untuk didirikan sebuah rumah 
sebagai bekal ketika ia mulai berumah tangga, dan bagian perempuan 
diberikan perhiasan (barang berharga) berupa emas dan peralatan rumah 
tangga sebagai bekal memasuki bahtera rumah tangga dengan suaminya, 
sedangkan harta yang berupa sawah telah dipetak-petak untuk dibagikan di 
antara ahli warisnya. Pemberian ini hanya sebatas pada hak untuk 
menikmati hasilnya dan belum bisa dipindahkan kepemilikannya,. 
Kepemilikan ini baru dapat di pindahkan ketika pewaris meninggal 
dunia.22  
Dalam pelaksanaannya biasanya si pemilik harta dalam hal ini 
adalah orang tua akan memanggil semua ahli warisnya untuk berkumpul 
dan disitu akan dijelaskan maksudnya yaitu membagikan harta 
kekayaannya, dengan bagian-bagian yang telah disepakati, namun 
pemindahan hak atau bagian kekayaan ini baru akan dimulai ketika 
pemilik harta meninggal dunia. 
Hak ahli waris terhadap harta tersebut sebelum pewaris meninggal 
dunia, hanyalah hak untuk menikmati hasil dari harta tersebut dan tidak 
mempunyai hak untuk memiliki seutuhnya. Mereka boleh menggarap atau 
memanfaatkan bagian yang diterimanya sesuka mereka atau menggunakan 
harta yang berupa perhiasan dengan menjualnya dulu digunakan sebagai 
modal usaha dan sebagainya. Bila mereka bisa memanfaatkan harta 
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 Gani, Ahli Waris, Wawancara Pribadi Klaten 22 April 2012. 
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tersebut dengan sebaik-baiknya maka hal itu akan sangat menbantu 
perekonomiannya. 
Dalam pelaksanaan pembagian harta (hibah) ini biasanya 
dihadirkan orang lain di luar ahli waris, untuk menyaksikan pembagian 
harta ini, agar kelak pemilik harta meninggal dunia ada orang yang bisa 
dijadikan saksi bila terjadi ketidakjujuran atau kecurangan dalam 
kewarisan. Pada dasarnya pelaksanaan hibah di Desa Kupang ini 
dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya berbagai kemungkinan 
tindak kecurangan oleh seorang atau ahli waris terhadap ahli waris yang 
lain dan anggapan yang negatif  terhadap cara pembagian yang tidak adil 
dan sebagainya, yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antar 
ahli waris.23 
Contoh praktek hibah yang lain yakni pada keluarga bapak marijan 
yang mempunyai 5 orang anak, anak pertama  dan anak kedua ketika 
mereka sudah dewasa diberikannya sebuah rumah, mereka menggunakan 
rumah tersebut sebagai usaha dan bekal untuk kehidupannya agar bisa 
lebih mendiri, sedangkan dua ahli waris yang lain juga diberikannya 
sebuah rumah masing- masing satu rumah, tetapi bagi ahli waris yag masih 
kecil atau belum dewasa masih ikut pada kedua orang tua mereka yang 
masih hidup.24 
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 Marijan, Tokoh Masyarakat Desa Kupang, Wawancara Pribadi …21 April 2012 
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 Ibid., 21 April 2012  
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2. Harapan Dan Dampak Penangguhan Harta Waris di Desa Kupang 
Dari alasan yang mereka anut, dapat diketahui harapan dari 
pelaksanaan penangguhan pembagian harta warisan ini,  harapan itu 
adalah bahwa pada dasarnya mereka tidak ingin setelah meninggalkan 
pewaris (suami-istri atau ayah-ibu), kehidupan janda atau pun anak-anak 
yang belum dewasa menjadi terlantar, jauh dari kehidupan yang layak 
seperti pewaris masih hidup, dan anak-anak pewaris yang masih kecil 
dapat melangsungkan kehidupannya yang masih panjang dan masih 
membutuhkan biaya sampai mereka mampu mencari nafkah sendiri 
sehingga mampu menanggung hidupnya sendiri dan tidak bergantung pada 
suadaranya atau pada orang lain. Dari sini dapat dikatakan bahwa mereka 
tidak ingin meninggalkan keturunan yang lemah.25 
Dengan ditangguhkan pembagian harta warisan ini, bukan berarti 
mengabaikan hak anak-anak yang telah dewasa, hal ini dapat dipahami 
bahwa ketika ditinggalkan pewaris, anak-anak yang masih kecil masih 
harus melewati masa yang panjang dan membutuhkan biaya untuk bisa 
sampai pada tingkat mampu manghidupi dirinya sendiri, dengan bantuan 
janda dan harta yang dimilikinya. Hal ini justru akan lebih memberikan 
rasa keadilan kepada semua ahli waris. Bila anak yang sudah dewasa 
mampu menghidupi dirinya sendiri, maka begitu juga sebaliknya bagi 
anak-anak yang masih kecil, mereka mempunyai hak yang sama untuk 
                                                           
25
 Marijan, Tokoh Masyarakat Desa Kupang, Wawancara Pribadi …21 April 2012 
68 
 
dibiayai dengan harta warisan orang tuanya yang ditangguhkan agar 
seperti kakak-kakaknya.26 
Harta warisan yang di tunda pembagiannya ini, kepengurusannya 
dipercayakan kepada janda atau duda atau anak laki-laki tertua dari 
keluarga tesebut untuk merawat dan mengurusnya serta ikut mengawasi 
perkembangan adik-adiknya. Praktik pelaksanaan ini tidak bisa dipatok 
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangguhkannya, karena hal 
ini bergantung kepada keadaan ahli waris yang masih kecil-kecil.27 
Jadi pelaksanaan pembagian harta tersebut menunggu semua ahli 
waris secara materi telah mentas semua, yaitu telah mampu menanggung 
hidupnya sendiri tidak bergantung pada orang lain. Bila harta ini dibagi-
bagikan  kepada semua ahli waris, maka janda ikut tinggal bersama salah 
satu dari anak-anaknya, biasanya adalah anak bungsunya. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga agar kehidupan janda bisa lebih terjamin bila 
dibandingkan dengan janda tersebut hidup sendiri. Anak yang mengurus 
janda ini akan mendapatkan bagian atau jatah berupa sebagian dari harta 
warisan atau biaya yang digilirkan kepada semua ahli waris, untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari janda tersebut.28 
Harapan dari praktik ini penangguhan pembagian harta warisan ini 
akan dapat terwujud bila semua ahli waris selalu memegang kuat alasan-
alasan yang dianut dalam praktik kewarisan ini. Bila para ahli waris tidak 
bisa memegang alasan-alasan tersebut maka tidak mungkin harapan itu 
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 Rahmad, Ahli Waris Alm.Bapak Yatno, Wawancara Pribadi … 17 April 2012. 
27Ibid., 17 April 2012. 
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akan terwujud. Dalam pelaksanaan praktik kewarisan ini sangat 
dibutuhkan kejujuran dari waris yang dipercaya memegang harta warisan 
tersebut. Bila sifat ini tidak atau kurang melekat pada ahli waris maka 
sangat mungkin akan terjadi pelanggaran-pelanggaran.29 Pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi akan menimbulkan dampak yang kurang baik 
karena akan dapat merusak hubungan kekeluargaan antar ahli waris. 
Pelaksanaan kewarisan ini mempunyai dampak, baik dampak 
positif maupun negatif. Dampak positif dari praktik ini kewarisan ini 
adalah menjaga kerukunan para ahli waris serta bagi ahli waris yang masih 
membutuhkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya akan bisa tetap 
hidup secara layak seperti ketika pewaris masih hidup. Ahli waris tersebut 
adalah anak pewaris yang masih kecil yang masih harus berjuang untuk 
menjadi manusia dewasa yang mampu menghidupi dirinya sendiri dan 
tidak hanya bergantung kepada orang lain dan  bagi janda yang 
mempunyai hak nafkah demi kelangsungan hidupnya sampai ia meninggal 
dunia. Sedangkan dampak negatif dari praktik kewarisan ini adalah adanya 
kesempatan bagi ahli waris yang dipercaya memegang harta kurang jujur 
mengambil harta tersebut untuk kepentingan hidupnya tanpa 
sepengetahuan ahli waris yang lain dan terjadi pelangaran-pelanggaran 
yang akan merugikan ahli waris yang lain.30 Namun pelanggaran-
pelanggaran itu sangat kecil kemungkinannya bila terjadi, karena 
penangguhan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kupang. 
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BAB IV 
DISKRIPSI HASIL PENELITIAN 
 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis terhadap alasan-alasan dari 
praktik penangguhan pembagian harta warisan dan analisis terhadap praktik 
penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kupang dalam 
pandangan hukum Islam. 
A. Analisis terhadap alasan-alasan praktik penangguhan pembagian harta 
warisan di Desa Kupang  
Kewarisan adalah suatu cara penyelesaian hukum dalam masyarakat, 
yang melahirkan sedikit banyak permasalahan sebagai akibat dari wafatnya 
seorang manusia. Hukum waris sendiri berarti meliputi aturan-aturan dan 
keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengurusan 
dan peralihan harta kekayaan dari generasi setelahnya. Warisan merupakan 
masalah yang rumit, karena di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban 
yang menyangkut banyak orang. Seperti yang penulis paparkan pada bab 
sebelumnya, bahwa dalam masyarakat desa Kupang terdapat beberapa praktik 
pelaksanaan pembagian harta warisan, di antaranya  yang pertama adalah 
pembagian secara hibah, yaitu pembagian harta warisan yang dimulai ketika 
orang tua masih hidup, yang kedua yaitu praktik penangguhan pelaksanaan 
pembagian harta warisan. Penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan 
ini adalah penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan karena adanya 
alasan tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat desa Kupang, meskipun si 
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pewaris telah lama meninggal dunia dan terpenuhi hak dan kewajibannya. 
Praktik penangguhan ini paling banyak dianut oleh masyarakat desa Kupang, 
karena dianggap lebih sesuai dengan harapan dan tujuan mereka untuk 
mencapai kemaslahatan. 
Penduduk desa Kupang mayoritas beragama Islam, namun dalam hal 
pewarisan mereka tidak menganut hukum kewarisan seperti dalam hukum 
Islam dan lebih memegang adat kebiasaan yang telah turun temurun 
dilakukan para pendahulunya. Adat yang dianut oleh masyarakat desa ini 
adalah praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan. 
Penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah pembagian 
harta warisan yang ditunda sampai batas waktu tertentu karena adanya alasan 
tertentu. Penundaan pembagian harta warisan ini berdasarkan kesepakatan 
para ahli waris.1 
Penulis menyimpulkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya 
bahwa praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini adalah 
yang paling  dominan terjadi pada masyarakat desa Kupang. Praktik 
penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan ini dianut karena mereka 
berpegang pada alasan yang menurut mereka lebih banyak membawa  
kebaikan dan dampak positif. Alasan tersebut adalah keinginan mereka untuk 
tetap menegakkan sesomah, seperti juga pada kebanyakan masyrakat Jawa, 
yaitu keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dalam satu rumah atau 
satu keluarga. Jadi, meskipun pewaris meninggal dunia dan meninggalkan 
janda atau duda dan anak-anak dalam keluarga tersebut, keadaan ini tidak 
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akan mengalami banyak perubahan secara materi, mereka akan tetap bisa 
hidup seperti ketika belum ditinggalkan pewaris. 
Penulis setuju dengan alasan-alasan  penangguhan di atas, di samping 
untuk mempertahankan keluarga sesomah, ada lagi alasan yang luhur yang 
mereka pegang, dimana mereka menganggap bahwa dengan ditundanya 
pembagian harta warisan tersebut akan tetap memperkokoh tali kekeluargaan 
antar ahli waris setelah ditinggalkan pewaris. Tetapnya harta warisan tersebut 
dianggap bisa menyatukan anggota ahli waris, bisa digunakan sebagai alat 
untuk menjaga keutuhan keluarga, dapat memberikan kesempatan para ahli 
waris (anggota keluarga) untuk berkumpul meskipun para ahli waris telah 
mentas dan berpencar-pencar.  
Menurut penulis di antara alasan-alasan di atas,  yang merupakan 
alasan paling kuat dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian harta 
warisan ini adalah bahwa harta peninggalan tersebut ditunda pembagiannya 
karena kemaslahatan keluarga yakni para ahli waris belum bisa mengatur 
harta waris tersebut dengan baik. Oleh karena itu harta waris tersebut untuk 
sementara dipegang oleh ibunya atau anak tertua. Nanti setelah anak tersebut 
sudah dewasa, baru akan diberikan bagiannya. 
Apabila harta warisan tersebut dibagi secepatnya setelah pewaris 
meninggal dunia, ditakutkan harta tersebut akan habis atau digunakan untuk 
hal-hal yang tidak bermanfaat. Pemegang harta anak tersebut bertugas 
membantu sang anak dalam mengatur harta waris sampai anak tersebut dapat 
mengaturnya sendiri. Pemegang harta waris tersebut diperbolehkan untuk 
menggunakan harta waris sang anak sesuai dengan asas kepatutan. 
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Menurut penulis di samping ada satu sisi yang disetujui, di sisi lain 
penulis juga ada yang tidak setuju dengan penangguhan yang merugikan ahli 
waris yang lain, dalam hal penangguhan harta warisan tersebut terkadang ada 
juga ada ahli waris yang curang  atau tidak jujur dalam memegang atau yang 
diberi tanggung jawab dalam mengurus harta warisan, hal tersebut 
mengakibatkan ada ahli waris yang lain dirugikan dan juga membuat 
perpecahan di dalam keluarga. Namun kecil kemungkinannya bila terjadi 
kecurangan, karena pemegang harta adalah anggota keluarga sendiri yang 
mempunyai ikatan batin yang kuat dalam hal salingmengasihi antar anggota 
keluarga. Dalam hal penangguhan ini sangat diperlukan sikap jujur dan 
tanggung jawab dari pemegang harta warisan sehingga diharapkan tidak ada 
perselisihan yang merugikan ahli waris yang lain. 
B. Analisis Terhadap Penangguhan Pembagian Harta Warisan Dalam 
Pandangan Hukum Islam 
Pada bab-bab sebelumnya telah dibahas tentang pelaksanaan 
penangguhan atau praktik penangguhan harta warisan yang dilakukan para 
pelaku atau sebagian masyarakat di desa Kupang yang masih percaya 
terhadap pelaksanaan tersebut dengan berbagai alasan dan harapan. 
Kebiasaan masyarakat yang melaksanakan penangguhan harta warisan 
setelah pewaris meninggal dunia disebut juga tradisi atau adat, dalam 
pandangan Islam adat juga disebut dengan ‘urf, yaitu apa-apa yang saling 
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diketahui oleh manusia dan mereka mempraktikannya, baik perkataan, atau 
perbuatan, atau meninggalkan.2  
Dalam kamus ushul fiqih ‘urf dijelaskan : 
اعْلا ىمسيو كرتوَأ ٍلعفوَأ ٍلوَق نم هيَلعاوراسو سانلا هَفراعتاموه فرعلَا نَاسل ىفوُةد
ةداعْلاو فرعْلا نيب قرَفاَل نيِيعرشلا.  
Artinya :”‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, 
baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. 
Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak 
ada perbedaan antara ‘urf dan adat.”3 
 
Hukum adat dalam  pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai 
berikut dalam qawa’id al-fiqhiyyah ada asas yang berbunyi: 
ٌةمَّكحم ُةداعلْا 
Artinya :“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.4 
 
Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-
A’raaf ayat 199. 
ينلهاجْلا ِنع ضِرعَأو فرعْلاِب رمْأو وْفعْلا ذخ 
Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”5 
‘Urf merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh mahzab 
Hanafi dan Maliki, yang berada diluar ruang lingkup nas}. ‘urf atau tradisi 
adalah bentuk-bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah 
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 Nazar Bakry, Fiqh Dan Ushul Fiqh, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) hlm236. 
3
 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2009), hlm 1. 
4
 Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. 1, Hlm. 33. 
5
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menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di tengah 
masyarakat. ‘urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih.6  
‘Urf untuk bisa dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
1. ‘Urf  harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan 
dengan ajaran al-Qur’an dan Sunah Rasulullah, misalnya kebiasaan di 
suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau 
anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini 
dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu 
sendiri. 
2. ‘Urf  itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan 
mayoritas penduduk negeri itu. 
3. ‘Urf  harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 
dilandaskan kepada ‘urf  itu, misalkan seseorang yang mewakafkan hasil 
kebunnya kepada ulama, sedang yang disebut ulama waktu itu hanyalah 
orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya persyaratan 
punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus 
diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan 
pengertian ulama yang menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf 
terjadi misalnya harus punya ijazah. 
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan 
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah 
                                                           
6
 Habiburahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta: 
Kementreian Agama RI, 2011), hlm. 69-70. 
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sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka 
yang dipegang adalah ketegasan itu bukan ‘urf. Misalnya adat yang 
berlaku di satu masyarakat istri belum boleh dibawa suaminya pindah 
dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika 
berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri boleh dibawa 
pulang oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi 
maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan 
itu, bukan hukum adat yang berlaku.7 
Penulis berpendapat bahwa suatu adat atau kebiasaan penangguhan 
pembagian harta warisan yang sudah melekat dalam masyarakat desa Kupang 
bisa dijadikan sumber hukum, karena alasannya untuk  mengambil manfaat 
dan menjaga kemaslahatan. Baik untuk sang anak maupun bagi keluarga 
besar ahli waris. Bentuk pelaksana penangguhan harta waris masyarakat Desa 
Kupang ini bermacam-macam. Harta waris yang ditangguhkan dapat 
dipegang oleh ahli waris yang lain maupun oleh orang lain yang menjadi wali 
dari sang anak. Meskipun demikian, mereka tetap harus mendapat izin dari 
sang anak. 
Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penangguhan harta waris 
tersebut sejalan dengan hokum Islam. Hal tersebut dikarenakan  para ulama 
mazhab sepakat bahwa anak kecil dilarang menggunakan hartanya. Tetapi 
mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak 
yang pandai. Kalau akad sudah sempurna dan usia baligh sudah tiba, maka 
                                                           
7
 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 156-
157. 
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anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam 
menggunakan harta dinyatakan berlaku. Imamiyah dan Syafi’i mengatakan: 
apabila seorang anak telah mencapai usia sepuluh tahun, maka wasiatnya 
dalam hal kebajikan dan kebaikan, dinyatakan sah.8 Hal tersebut berdasarkan 
firman allah surah an-nisa ayat  berikut 
 ءاهَفسلا ْاوتؤت َلاومُكَلاومَأ  مهَل ْاوُلوُقو مهوسْكاو اهيف مهوُقزراو ًامايق مُكَل هّللا َلعج يتَّلا
ًافورعم ًلاوَق. 
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik.”9 
 
Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang belum sempurna akalnya 
ialah anak kecil, anak yatim, anak yang belum baligh atau orang dewasa yang 
tidak dapat mengatur harta bendanya. 
Penulis berpendapat bahwa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat 
desa Kupang ini dalam menangguhkan pembagian harta warisan termasuk 
‘urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang 
tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan Sunnah), tidak menghilangkan 
kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. 
Namun dari sisi berbeda pelaksanaan penangguhan tersebut juga bisa 
dikatakan al-maslahah al-mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 
mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada syari’at dan tidaka ada illat yang 
keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, 
                                                           
8
 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mzhab, Cet: 3, (Jakarta: Lentera, 2008) hlm 
684. 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya… hlm. 77. 
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kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu 
ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk 
menyatakan suatu manfaat, dengan tujuan utama adalah kemaslahatan, yakni 
memelihara dari kemadaratan dan menjaga manfaatnya. 
Mashlahah mursalah artinya kebaikan (mashlahah), yang tidak 
disinggung-singgung syara’, untuk mengerjakan atau meninggalkannya, 
sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari 
keburukan. Dalam pengambilan hukumnya yaitu:  
1. Hanya berlaku dalam muamalat, karena soal ibadah tetap tidak berubah-
ubah 
2. Tidak melawan dengan maksud syari’at atau salah satu dalilnya yang sudah 
dikenal 
3. Mashlahah adalah karena kepentingan yang nyata diperlukan oleh 
masyarakat. 
Dalam penangguhan tersebut digunakan sebagai sarana agar seorang 
yang masih belum bisa menggunakan hartanya bisa diwakilkan kepada walinya 
atau orang yang memegang hartanya guna kebutuhan hidupnya. Seperti yang 
kita tahu bahwa  kemashlahatan adalah solusi yang terbaik, sebagaimana hadis 
yang berkaitan: 
اللها عرش مثف ةحلصلما تدجو اذإ 
Artinya: “Jika terdapat maslahat, maka disanalah hukum Allah” 
 
Maslahah jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum wajib 
dijadikan pegangan atau petunjuk sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri 
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dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain, sebab menggunakan 
maslahah tersebut berarti menunjang pencapaian tujuan pembinaan hukum 
dan sebaliknya membiarkannya berarti pula membiarkan tujuan itu, padahal 
membiarkan tujuan di maksud merupakan tindakan yang tak dapat di 
benarkan.10 
Penulis melihat walau  para ulama berbeda-beda dalam memandang 
al-maslahah al-mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di 
dalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat dalil 
yang secara khusus menerima atau menolaknya. 
                                                           
10Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009) hlm 95. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil akhir dari penelitian 
mengenai penangguhan pelaksanaan pembagian harta warisan dapat 
disimpulkan bahwa: 
Alasan atau harapan dari praktik ini adalah untuk menjaga 
kerukunan,menegakkan keluarga sesomah, menjaga kelangsungan hidup 
janda atau duda dan anak-anak pewaris yang masih belum dewasa atau belum 
mentas. Dalam hal ini diperlukan sikap jujur dan tanggung jawab dari 
pemegang harta yang diharapkan agar tidak ada perselisihan maupun 
kecurangan. Dalam hukum adat dikenal adanya penangguhan pembagian 
harta warisan, karena tidak ada ketentuan yang pasti tentang waktu 
pembagiannya, sedangkan hukum Islam diperintahkan untuk segera 
mengadakan pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Praktik 
penangguhan pembagian harta warisan ini dominan berlaku dalam 
masyarakat desa Kupang dan memenuhi memenuhi persyaratan ‘urf  untuk 
bisa dijadikan sebagai hukum. 
Alasan paling kuat dari praktik penangguhan pelaksanaan pembagian 
harta warisan ini adalah bahwa harta peninggalan tersebut ditunda 
pembagiannya karena kemaslahatan keluarga yakni para ahli waris belum 
bisa mengatur harta waris tersebut dengan baik. 
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Praktik penangguhan ini didasarkan pada adat maka dapat berubah 
menurut perubahan zamannya. Praktik ini mempunyai kemaslahatan pada 
masa berlakunya. Masyarakat lebih beralih kepada praktik penangguhan ini 
(hukum kewarisan adat) karena dianggap lebih sesuai  dengan masa sekarang 
dan bisa memberikan kemaslahatan kepada manusia. Penundaan pembagian 
ini lebih bayak memberikan dampak positif dari pada dampak negatif kepada 
janda dan anak-anak yang masih belum dewasa atau yang belum mentas. 
Bahwa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat desa Kupang ini 
dalam menangguhkan pembagian harta warisan dalam pandangan hukum 
Islam termasuk ‘urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan Sunnah), 
tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan 
kemudharatan. 
Praktik penangguhan ini juga dapat dikatakan sebagai al-maslah}ah al-
mursalah, karena tujuan utama adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari 
kemadaratan dan menjaga manfaatnya. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan diatas, dapat dipaparkan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Kiranya perlu kepada semua tokoh masyarakat untuk memberikan 
pemahaman terhadap masyarakat setempat mengenai arti penting akan 
hukum kewarisan Islam agar lebih mengedepankan hukum kewarisan 
Islam dibanding dengan hukum adat meskipun sudah melekat dalam 
masyarakat setempat. 
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2. Dalam Islam hukum waris terkesan sangat pasif maka perlu ada usaha-
usaha dan sosialisasi dari para tokoh masyarakat untuk melakukan kajian-
kajian lebih mendalam mengenai hukum waris ini. 
3. Untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam variasi masyarakat Islam 
setempat, yang akan dijadikan bahan pembentukan unifikasi hukum 
kewarisan dibeberapa tempat dengan didasarkan pada ketetapan awal 
bahwa kewarisan yang dilaksanakan masyarakat Islam ditempat tertentu 
merupakan paduan antara kewarisan adat dengan kewarisan Islam, maka 
kiranya penelitian ini perlu dilanjutkan oleh peneliti yang lain.  
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